Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR ¢ TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 171 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon
perlu menetapkan Peraturan DBupati tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Pekon;

:1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung
Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia rl&nﬂr 5717);



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
dinbah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 [Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita DNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.Q07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081};

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengadaan barang/jasa di Pekon;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEKON,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

14
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Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintali Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat.

. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

. Camat adalab Kepala Kecamatan.
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5.

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

B4

Pelkon adalah Pekon dan Pekon adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon
sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan Pekon,

Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat
LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dar
penduduk Pckon berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung
Barat.

Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.

Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pelkon.

Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnyva disebut RKP
Pekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya
disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Pekon.

Penerimaan Pekon adalah uang vang masuk ke rekening
kas Pekon.

Pengeluaran Pekon adalah uang yang keluar dari rekening
kas Pekon.

Pendapatan adalah semua penerimaan Pekon dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak
perlu dikembalikan oleh Pekon.

Belanja Pekon adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Pekon dalam 1 (satu] tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Pekon.
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18.

19,

20,

21,

22.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

29,

Pembiayaan Pekon adalah semua penerimaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon, yang
selanjutnya disingkat PKPKP, adalah Peratin atau sebutan
nama lain vyang karena jabatannya —mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Pekon.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon, yang selanjutnya
disingkat PPKP, adalah perangkat Pekon yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Pelkon berdasarkan
keputusan Peratin yang menguasakan sebagian kekuasaan
PKPKP.

Juru Tulis adalah perangkat Pekon yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKP.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Pekon yang menjalankan tugas PPKP.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalanlkan tugas PPKF.

Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh
penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Pekon dalam 1 (satu) rekening pada
Bank vang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Pekon, selanjutnya disebut BUM
Pekon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui penyertaan
secara langsung vang berasal dari kekayvaan Pekon yang
dipisahkan guna mengelola asct, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Pekon.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihbkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
vang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Pekon adalah selisth lebih antara
pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.

Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara
pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
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(1)

(2)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjulnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Trincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBPekon.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APBPekon danj/atau Perubahan
Penjabaran APBPekon.

Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran Lanjutan  yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yvang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA
tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Pekon yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Pekon, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyvedia
barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Pekon yang selanjutnya disebut
RAK Pekon adalah dokumen yang memuat arus kas masuk
dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan
dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA vang telah disahkan oleh
Peratin.

Surat Permintaan Pembayaran vang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

APBPekon merupakan dasar pengelolaan keuangan Pekon
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



BAB 11
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon

Pasal 3

(1) Peratin adalah PKPKP dan mewakili Pemerintah Pekon
dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang
dipisahkan.

(2) Peratin selaku PKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1], mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBPekon;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Pekon;
c. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBPekon;
menetapkan PPKP;
menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
menyetujui RAK Pekon; dan
g. menyetujui SPF.

™ oL

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan
Pekon sebagaimana dimaksud pada avat (2), Peratin
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
Pekon sclaku PPKP.

(4] Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKP kepada PFKP
ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan keuangan Pekon

Pasgal 4

PPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3} terdiri
aras:

a. Juru Tulis;

b. Kaur dan Kasi; dan

¢. Kaur keuangan.

Pasal 5

(1) Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
bertugas sebagai koordinator PPKP.

|ORD | 5008




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APBPekon;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBPekon
dan rancangan perubahan APBPekon;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Peratin tentang Penjabaran APBPekon dan Perubahan
Penjabaran APBPekon;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Pekon lain yang
menjalankan tugas PPKP: dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Pekon dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBPekon.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Juru

Tulis mempunyal tugas;

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Pekon; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APBPekon.

Pasal &

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanasn.

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:
a. Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan vang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai
bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang

tugasnyva,

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang

tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan
penvedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai
bidang  tugasnya untuk  pertanggungjawaban
pelaksanaan AFBFekon.

oo
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(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan
dalam RKP Pekon.

Pasal 7

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim
yvang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur perangkat Peckon, lembaga kemasyarakatan Pekon
dan/atau masyarakat, vang terdiri atas.

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(3) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada avat (2]
vaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKP Pekon.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
melalui keputusan Peratin.

Pasal 8

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Pekon; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
menyimpar, menyetorkan/membayar,
menatausahakan dan  mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APBPekon.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi
kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
pemerintah Pekon.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

Pasal 9

(1) APBPekon terdiri dari:
a. pendapatan Pekon;
b. belanja Pekon; dan
c. pembiavaan Pekon.

(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan
objek pendapatan.



(3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan,
jenis belanja, ohjek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Pekon, belanja Pekon, dan pembiayaan Pekon
diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11

(1) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Pekon dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak
perlu dikembalikan oleh Pekon.

(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Pekon;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Fasal 12

(1) Kelompok pendapatan asli Pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Pekon lain.

(2) Hasil usaha Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain bagi hasil BUM Pekon.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain, tanah kas Pekon, tambatan perahu, pasar
Pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan
hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan
hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat Pekon.

(5) Pendapatan asli Pekon lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Pekon.



Pasgal 13

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

dana Pekon;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

alokasi dana Pekon;

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.

B

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan
khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dikelola dalam APBPekon tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayart (2] huruf ¢, terdin atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Pekon

b. penerimaan dari bantuan perusahaan vang berlokasi di

Pekon;

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Pekon pada tahun
anggaran berjalan;

. bunga bank; dan
pendapatan lain Pekon yang sah.

s

Bagian Kedua

Belanja Pekon

Pasal 15

(1) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Pekon dalam 1 (satu] tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannva kembali oleh Pekon.

(2) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk mendanat penyelenggaraan
kewenangan Pelon.



(1)

(2)

(3)

(1

(2)

(3)

Pasal 16

Klasifikasi belanja Pekon terdiri atas bidang:
penyelenggaraan pemerintahan Pekon;

pelaksanaan pembangunan Pekon:

pembinaan kemasyarakatan Pekon;

pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak di Pekon.
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Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon vang telah
dituangkan dalam RKP Pekon.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan
Pekon untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat
dan menPekonk yang terjadi di Pekon.

Pasal 17

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan Pekon;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Pekor;

¢. administrasi  kependudukan, pencatatan sipil,
statistik, dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan

e. pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
avat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:

pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

kawasan permukiman;

kehutanan dan lingkungan hidup;

perhubungan, komunikasi dan informatika;

energi dan sumber daya mineral; dan

pariwisata;
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Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf ¢ dibagi dalam sub bidang:

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan
masyarakat;

b. kebudayaan dan kegamaan;

c. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masvarakat.,




(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

perikanan;

pertanian dan peternakan;

peningkatan kapasitas aparatur Pekon;

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga;

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f. dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.
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(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
¢. keadaan mendesalk.

Pasal 13

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat
sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

(2] Daftar kegiatan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan
dengan bahasa daerah dengan kode rekening yvang sama.

(3) Pemerintah Pekon dapat menambahkan kegiatan yang
tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan
99,

(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan
penerimaan lain Peratin dan perangkat Pekon dengan kode
rekening 90 sampal dengan 99 yang anggarannva
dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau
sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
terdiri atas:

belanja pegawai,

belanja barang/jasa;

belanja modal; dan

belanja tak terduga.

P i T B

Pasal 20

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran
jaminan sosial bagi Peratin dan perangkat Pekon, serta
tunjangan LHP.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam bidang penvelenggaraan pemerintahan
Pelkon.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya dibavarkan setiap bulan.

Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kemampuan APBPekon.

Pasal 21

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa vang nilai manfaamyva kurang dari 12 (dua
belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1)

digunakan antara lain untuk:

a. operasional pemerintah Pekon;

b. pemeliharaan sarana prasarana Pekon;

c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan /bimbingan
teknis;

d. operasional LHP;

e. insentif Pemangku; dan

f. pembertan barang pada  masyarakat/kelompok
masyarakat,

Insentif Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga
Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan |ketertiban, serta
pemberdavaan masyarakat Pekon.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pekon.

Pengaturan Pelaksanaan belanja barang/jasa diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 22

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf ¢, digunakan untuk pengeluaran pengadaan
barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 {dua belas)
bulan dan menambah aset.

Pengadaan barang sehagaimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk kegiatan penvelenggaraan kewenangan
Pekon.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 23

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf d merupakan belanja untuk kecgiatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat. dan
keadaan mendesak yvang berskala lokal Pekon.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi berulang; dan

¢. berada di luar kendali pemerintah Pekon.

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan upava
tanggap darurat akibat terjadinyva bencana alam dan
bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada avat (1) merupakan upaya
penanggulangan keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan
harga vang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar
masyarakat,

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan
upava pemenuhan kebutuhan primer dan pelavanan
dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Kriteria belanja untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagai berikut:
a. kriteria bencana alam:
1. penanganan vang tidak memiliki nilai vang bersifat
konstruksi permanen;
2. menggunakan teknologi sederhana;
3. tidak membutuhkan perencanaan teknis
pendahuluan; dan
4. merupakan infrastruktur (sarana dan prasarana)
yang penting bagi masvarakat terutama bagi
pelayanan umum dan pelayanan pemerintah pekon.
b. kriteria bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
yvang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompeok atau antar komunitas
masyarakat, teror serta varian lainnya adalah bencana
kebakaran rumah dan gedung tingkat Pekon; dan
c. kriterla  kegiatan yang dapat dibiayvai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
adalah kegiatan yang merupakan kewenangan dari
Pekon tersebut berdasarkan pada Peraturan Pekon
tentang Kewenagan Pekon.
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Tata cara penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) berdasarkan pada Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 24

Pembiavaan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf ¢ merupakan semua penerimaan yang
perlu dibayvar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterimma kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemhiavaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan,

Pasal 25

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 avat (2) huruf a, meliputi:

a. SILPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekavaan Pekon yang dipisahkan
kecuali tanah dan bangunan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan
dalam penerimaan pembiayaan dalam APBPekon.

Hasil penjualan kekayaan Pekon vang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ dicatat
dalam penerimaan pembiavaan hasil penjualan kekayaan
Pekon yang dipisahkan.

Pasal 26

Pengeluaran pembiayvaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2] huruf b, terdiri atas :

a.
b.

(1)

pembentukan dana cadangan; dan
penyertaan medal.

Pasal 27

Pembentukan dana cadangan sebagatimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
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Pembentukan dana cadangan sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pekon.

Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada avat (2)

paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan vang
harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dan
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan Peratin.

Pasal 28

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Pekon yang diinvestasikan dalam
BUM Pekon untuk meningkatkan pendapatan Pekon atau
pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan kekayvaan Pekon yang dipisahkan vang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam
APBPekon.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dalam bentuk tanah kas Pekon dan bangunan tidak dapat
dijual.

Penyertaan modal pada BUM Pekon melalui proses
analisis  kelayakan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan penyertaan meodal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi indikator sebagai berikut:
a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan:

1. penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan
Pekon;

2. dilakukan untuk pembentukan badan usaha milik
pekon dan penambahan modal badan usaha milik
pekon,;

3. penyertaan modal dapat berupa uang dan barang
milik pekon;

4. barang milik pekon sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik
pekon akan dijadikan penvertaan modal; dan




5.nilai riil sebagaimana dimaksud pada angka 4
diproleh dengan melakukan penafsiran harga barang
milik pekon sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal:

1. badan usaha milik pekon harus berbadan hukum
atau wajib dilengkapi ragulasi;

2. badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1
didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan
yang mengatur tentang Pendirian pengurusan dan
pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik
pekon; dan

3. proposal dan pelaksanaan oprasional disesuaikan
dengan kemampuan keuangan pekon serta anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik

pekon.
BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 29
Pengelolaan keuangan Pekon meliputi:
PErENCanaan,
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertanggungjawaban.

D Ep
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(2)

(3)

(1)

Pasal 30

Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima
atau dikeluarkan dari rekening kas Pekon.

Pengelolaan keuangan Pekon dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 31

Perencanaan pengelolaan keuangan Pekon merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Pekon pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam AFBPekon.

Jurn Tulis mengoordinasikan penyusunan rancangan
APBPekon berdasarkan RKP Pekon tahun berkenaan dan
pedoman penvusunan APBPekon yang diatur dengan
Peraturan Bupati setiap tahun.
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Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada avat (2) paling sedikit memuat:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan
kewenangan Pekon dan RKP Pekon;

prinsip penyvusunan APBPekon;

kebijakan penyusunan APBPekon,;

teknis penyusunan APBPekon; dan

hal khusus lainnya.

oL

Rancangan APBPekon yang telah disusun merupakan
bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang
APBPekon.

Pasal 32

Juru Tulis menyampaikan Rancangan Peraturan Pekon
tentang APBPekon kepada Peratin.

Rancangan  Peraturan Pekon tentang APBPekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Peratin
kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah LHP.

Rancangan  Peraturan  Pekon  tentang APBPekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakali bersama
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam hal LHP tidak menyepakati rancangan Peraturan
Pekon tentang APBPekon yang disampaikan Peratin,
Pemerintah Pekon hanya dapat melakukan kegiatan vang
berkenaan dengan pengeluaran operasional
penvelenggaraan pemerintahan Pelkon dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Peratin menetapkan Peraturan Peratin sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4.

Pasal 33

Atas dasar kesepakatan bersama Peratin dan LHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3], Peratin
menyiapkan Rancangan Peraturan Peratin mengenai
penjabaran APBPekon.

Juru Tulis mengoordinasikan penvusunan Rancangan
Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Rancangan  Peraturan Pekon  tentang APBPekon
schagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (3]
disampaikan Peratin kepada Bupati melalul camat paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati dalam melakukan evaluasi berpedeman dengan
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang

APBPekon.
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Penyampaian Rancangan Peraturan Pekon tentang

APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar;

b. rancangan peraturan Peratin mengenal penjabaran
APBPekon;

c. peraturan Pekon mengenai RKP Pekon;

d. peraturan Pekon mengenai kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon;

e. peraturan Pekon mengenai pembentukan dana
cadangan, jika tersedia;

f. peraturan Pekon mengenai penyertaan modal, jika
tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah LHP.

Pasal 35

Bupati dapat mengundang Peratin dan/atau aparat Pekon
terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimeksud pada ayvat (1)
dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan
kepada Peratin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanva rancangan dimaksud.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
rancangan peraturan Pekon dimaksud berlaku dengan
sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vyang lebih tingegi, kepentingan
umum, dan RKP Pekon, selanjutnya Peratin menetapkan
menjadi Peraturan Pekon.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan RKP Pekon, Peratin bersama LHP melakukan
penvernpurmaan paling lama 20 (dua puluh) har kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 36

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 avat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Peratin dan Peratin
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang
APBPekon menjadi Peraturan Pekon dan Rancangan
Peraturan Peratin tentang Penjabaran APBPekon manjadi
Peraturan Peratin, Bupati membatalkan peraturan
dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Peratin memberhentikan pelaksanaan Peraturan Pekon
dan Peraturan Peratin paling lama 7 (tujuh) han kerja
setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan selanjutnya Peratin bersama LHFP mencabut Peraturan
Pekon dan Peraturan Peratin dimaksud.




(1) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
Peratin hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan pemerintahan Pekon dengan
menggunakan  pagu  tahun  sebelumnya — sampai
penvempurnaan Rancangan Peraturan Pekon tentang
APBPekon disampaikan dan mendapat persetujuan
Bupati.

Pasal 37

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Pekon tentang APBPekon kepada camat.

(2) pelaksanaan pendelagasian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Pasal 38

(1) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Peratin menjadi Peraturan
Pekon tentang APBPckon.

(2) Peraturan Pekon tentang APBPekon sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan paling lambat tanggal
31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Peratin menetapkan Rancangan Peraturan Peratin tentang
penjabaran APBPekon sebagai peraturan pelaksana dari
Peraturan Pekon tentang APBPekon.

{4) Peratin menvampaikan Peraturan Pekon tentang
APBPekon dan Peraturan Peratin tentang penjabaran
APBPekon kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) han kerja
setelah ditetapkan.

Pasal 39

(1) Peratin menyampaikan informasi mengenai APBPekon
kepada masyarakat melalul media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. APBPekon;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tm yang
melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

Pasal 40

(1) Pemerintah Pekon dapat melakukan perubahan APBPekon
apabila terjadi:
a., penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Pekon pada tahun anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan
dalam tahun berkenaan;
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c. keadaan vang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan vang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBPekon hanya dapat dilakukan 1 {satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sebagai berikut:

a. keadaan darurat dan mendesak;

b.adanya kebijakan yang sangat mendesak baik yang
datangnya dari Pemerintah Daerah, Pemerintah
Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat;

¢. adanya musibah atau keadaan sosial yang menjadi
bencana tetapi tidak berulang-ulang.

Perubahan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan dengan peraturan Pekon mengenai perubahan
APBPekon dan tetap mempedomani RKP Pekon.

Pasal 41

Pemerintah Pekon dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Peratin tentang perubahan penjabaran
APBPekon sebelum Rancangan Peraturan Pekon tentang
Perubahan APBPekon ditetapkan.

Peraturan Peratin tentang perubahan penjabaran

APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dapat

dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Pekon pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran antarobjck belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun anggaran berjalan.

Peratin memberitahukan kepada LHP mengenai penetapan
Peraturan Peratin tentang perubahan penjabaran
APBPekon dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati
melalui surat pemberitahuan mengenal Peraturan Peratin
tentang perubahan penjabaran APEPekon.

Pasal 42

Ketentuan mengenail penyusunan Peraturan Pekon mengenai
APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai
dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan  Peraturan Pekon mengenai  perubahan
APBPekon.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pa=al 43

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon merupakan
penerimaan dan pengeluaran Pekon yang dilaksanakan
melalui rekening kas Pekon pada bank yang ditunjuk
Bupati.

Rekening kas Pekon sebagaimana dimalkisud pada avat (1)
dibuat oleh Pemerintah Pekon dengan spesimen tanda
tangan Peratin dan Kaur Keuangan.

Pekon vang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya, rekening kas Pekon dibuka di wilayah
terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Pekon dengan
spesimen tanda tangan Peratin dan Kaur Keuangan.

Pasal 44

Nomor rekening kas Pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 dilaporkan Peratin kepada Bupati.

Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Pekon
kepada Gubemur dengan tembusan Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Pekon.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Kaur Keuangan dapat menvimpan uang tunail pada jumlah
tertentu  untuk memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah Pekon.

(5) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4]

(6)

(1)

(2)

adalah sebesar Rp. 10.000.000,- [(Sepuluh Juta Rupiah)
dan selebihnya tetap berada di rekening Pekon masing-
masing.

Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
Rekening pada Bank Pemerintah,

Pasal 45

Peratin menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sesual tugasnya menyusun DPA paling lama 3
(iga) hari kerja setelah Peraturan Pekon tentang
APBPekon dan Peraturan Peratin tentang Penjabaran
APBPekon ditetapkan.

DPA sebagaimana dimaksud pada avat {1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pekon;

b. Rencana Kerja Kegiatan Pekon; dan

¢, Rencana Anggaran Biaya.



(3)

(4

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Pekon scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merinei setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan vang telah dianggarkan.

Rencana Kerja Kegiatan Pekon sebagaimana dimaksud
pada avat (2) hurul b merinci lokasi, volume, biaya,
sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan
anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf ¢ merinci satuan harga untuk setiap
kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan  anggaran
menyerahkan rancangan DPA kepada Peratin melalul
Sekretaris Pekon paling lama 6 {eham) hari kerja setelah
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

Pasal 46

Juru Tulis melakukan verifikasi rancangan DPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan rancangan DPA.

Peratin menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi
oleh Juru Tulis.

Pasal 47

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Pekon rentang
APBPekon dan/atau perubahan Peraturan Peratin tentang
Penjabaran APBPekon yang menyebabkan terjadinya
perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan
kegiatan, Peratin menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

DPPA sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pekon Perubahan;
dan

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPPA kepada Peratin melalui Juru Tulis paling
lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Juru Tulis melakukan verifikasi rancangan DFPPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan DPPA.

Peratin menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi
oleh Sekretaris Pekon.

Posal 48

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Pekon
berdasarkan DPA yvang telah disetujui Peratin.




(2) Rancangan RAK Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
disampaikan kepada Peratin melalui Juru Tulis.

(3) Juru Tulis melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK
Pekon yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Peratin menyetujui rancangan RAK Pekon yang telah
diverifikasi Juru Tulis.

Pasal 49

RAK Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat
arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
Peratin,

Pasal 50

(1} Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
memuat semua pendapatan Pekon yang berasal dan
Pendapatan Asli Pekon, transfer dan pendapatan lain.

(2} Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung oleh bukti vang lengkap dan sah.

Pasal 51

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
memuat semua pengeluaran belanja atas beban
APBPekon.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada avat (2) mendapat
persetujuan Peratin dan Peratin bertanggung jawab atas
kebenaran material yang timbul darm penggunaan bukti
tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan anggaran
bertanggungjawab  terhadap tindakan  pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua
pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnva.

Pasal 52

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA
vang telah disetujui Peratin.

(2] Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan /atau
penyedia barangfjasa.
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(3)

(4)

(S}

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4]

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
diutamakan melalui swakelola.

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilakukan dengan memaksimalkan
penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan
gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat
untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat.

Dalam  hal pelaksanaan  kegiatan  tidak  dapat
dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun
keseluruhan  dapat  dilaksanakan oleh  penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa di Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa di Pekon.

Pasal 53

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai
dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan
nominal sama besar atau kurang dari vang tertera dalam
DPA.

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran,

Pasal 54

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari
10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal pembavaran pengadaan barang/jasa belum
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) harn kerja, Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan
dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
disimpan dalam kas Pekon.

Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas
umum dan buku pembantu panjar.

Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan  anggaran
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti
transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
Sekretaris Pekon.



(5) Juru Tulis memeriksa kesesuaian bukti transaksi
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan
anggaran  yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang vang diterima,
Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan  anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Pekon.

Pasal 35

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya
dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan
setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sckretaris Pekon berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran vang
diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBPekon yang tercantum dalam  permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksnod;
dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Peratin menyetujul permintaan pembayaran sesual
dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris
Pekon,

(2) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran scsual
dengan besaran vyang tertera dalam SPP  setelah
mendapatkan persetujuan dar Peratin.

Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib
menyvampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
dan anggaran kepada Peratin paling lambat 7 (tujuh) har
sejak seluruh kegiatan selesai.

FPasal 57

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak
terduga vang diusulkan kepada Peratin melalui Juru
Tulis.

(2) Juru Tulis melakukan verifikasi terhadap RAB yvang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3]

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

Peratin melalui surat keputusan Peratin menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai
dengan verifikasi yang dilakukan oleh Juru Tulis.

Peratin melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak
terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak
keputusan Peratin ditetapkan.

Pasal 58

Setiap pengeluaran kas Pekon yang menyebabkan beban
atas anggaran Belanja Pekon dikenakan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai
perpajakan yang berlaku.

Kaur Keuangan scbagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Pekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1].

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2)
meliputi pengeluaran kas Pekon atas beban belanja
pegawai, barang/jasa, dan modal.

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan

pajak yvang dipungut sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam
APBPekon.

(1)

(2)

(3)

Pasal 60

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan

untulk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja: dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan vang telah ditetapkan dalam APBPekon tahun
anggaran berkenaan.

SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran
dan kegiatan vang harus diselesatkan pada tahun
anggaran berikutnya.




(4)

(5)

(6)

(7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

(1)

(2)

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui
Peratin menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang
belum selesal atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (4], terlebih dahulu menvampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Peratin paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

Sekretaris Pekon menguji kesesuaian jumlah anggaran
dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

DPAL vang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian
kegiatan yvang belum selesai atau lanjutan pada tahun
anggaran herikutnya.

Pasal 61

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran
dana cadangan dalam rekening kas Pekon.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilarang digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Pekon mengenai dana cadangan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi
untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
dianggarkan pada penenimaan pembiayaan dalam
APBPekon.

Pasal 62

Penvertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan,

Hasil keuntungan dari penvertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagal pendapatan
asli Pekon.



Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasgal 63

(1} Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungs: kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembarntu kas
umum vang terdiri atas:
a, buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.

{2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran
melalui rekening kas Pekon.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada avat
huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak
dan pengeluaran setoran pajak.

4) Buku pembantu panjar sebapgaimana dimaksud pada avat
P P
(1} huruf ¢ merupakan catatan pemberian dan
pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 65

Penerimaan Pekon disetor ke rekening kas Pekon dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota; :

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan
dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c¢. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang
diperoleh dari pihak ketiga.

FPasal 66

(1) Pengeluaran atas beban APBPekon dilakukan berdasarkan
RAK Pekon vang telah disetujui oleh Peratin.

(2) Pengeluaran atas beban APBPekon untuk kegiatan yang
dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur
Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta
telah disetujui oleh Peratin.



(3)

(4)

Pengeluaran atas beban APBPekon untuk kegiatan yang
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh
Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA
dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dan telah disetujui oleh Peratin.

Pengeluaran atas beban APBPekon untuk belanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan
diketahui oleh Peratin.

(5] Pengeluaran atas beban APBPekon sebagaimana dimaksud

(6)

(7)

pada ayat (2), ayvat (3), dan ayat (4] dibuktikan dengan
kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani oleh kaur Keuangan.

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat (5]
ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 67

(1) Buku kas umum vyang ditutup setiap akhir bulan

(2]

(3)

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan
oleh Kaur Keuangan kepada Juru Tulis paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Juru Tulis melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Juru Tulis melaporkan hasil wverifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Peratin untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 63

Peratin menyampaikan laporan pelaksanaan APBPekon
semester pertama kepada Bupatl melalui camat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APBPekon; dan
b, laporan realisasi kegiatan.

Peratin menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 69

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan
APBPekon kepada Mentermn melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Pekon paling lambat minggu kedua Bulan

Agustus tahun berjalan.




Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 70

(1) Peratin menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APBPekon kepada Bupati melalui camat setiap
akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga] bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan
dengan Peraturan Pekon.

(3) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APBPekon; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya vang masuk ke Pekon.

Pasal 71

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Pekon akhir tahun
anggaran,

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APBPekon kepada Menteri melalui Direlktur
Jenderal Bina Pemerintahan Pekon paling lambat minggu
kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72

(1} Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal
70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media
informasi.

{2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. laporan realisasi APBPekon;
b. laporan realisasi kegiatan;
¢. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
terlaksana;
d. sisa anggaran, dan
e. alamat pengaduan.




Pasal 73

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Penyusunan APBPekon, Peraturan Pekon
tentang AFBPekon, Peraturan Peratin tentang Penjabaran
APBPekon, Panduan Ewvaluasi Rancangan, Peraturan Pekon
tentang APBPekon, Peraturan Pekon tentang Perubahan
APBPekon, Peraturan Peratin tentang Penjabaran Perubahan
APBPekon, DPA, DPPA, RAK Pekon, Buku Pembantu Kegiatan,
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,
SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran, DPAL, Peraturan Pekon tentang Perubahan
APBPekon, Peraturan Peratin tentang Perubahan Penjabaran
APBPekon, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum,
Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APBPekon Semester Pertama,
dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan Pekon yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

(1) Pekon persiapan mendapatkan alokasi biayva operasional
dan biaya lainnya vang ditetapkan dalam APBPekon induk
berdasarkan RKP Pekon induk dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
penjabat Peratin Persiapan.

(3} Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Kerugian Pekon vang terjadi karena adanya pelanggaran
adminigtratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,




BAB VII
PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Pekon dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 78

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Droember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

E MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 13 gvomber 2018

SEKRETARLS,DAERAH
KABUBATEN [LAMPUNG BARAT,
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL 2018

A. Format Kode Rekening
A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rckening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEKON
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berisi sub bidang dan kegiatan yang
digunakan unfuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Pekon yang
mencakup:

1] 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Delanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintaban Pekon (Maksimeal 30 % untuk kegiatan 1-7)

1] 11| 01 [Penyvediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peratin

1 1| 02 [Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Pekon

11 1] 03 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi Peratin dan Perangkat Pekon

1| 1| 04 |[Penyediaan Operasional Pemerintah Pekon (ATK, Honorarium PKPKP dan PPEP,
perlengkapan perkantoran, pakaian dinas /fatribut, listrik /telpon, dll)

1 1| U5 |Penyediaan Tunjangan LHP

1| 1| 06 |Penyediaan Operasional LHP (Rapat-rapat (ATK, makan-minumy), perlengkapan
perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dli}

1 07 |Penvediaan Insentif/Operasional RT/RW

1| 1 }90-99 Lain-lnin Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Pekon

1] 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon

1| 2| 01 [Penvediaan sarana {asct tctap) perkantoran/ pemerintahan

1| 2| 02 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Pekon

1| 2| 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Pekon**

1| 2 [90-949(lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Pekon*

1] 3 Sub Bidang Administrasi Kependuduken, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1| 3| 01 |Pelayanan administrasi umum dan kependudulkan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

1| 3| 02 |Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Pekon {profil kependudukan dan
potensi Pekon)™*

1| 3| 03 [Peogclolaan admimstrasi dan kearsipan pemerintahan Pekon

1] 3| 04 |Penyuluban dan Penyadaran Masyarakal tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip

1 3| U5 [Pemctaan dan Analisis Kemiskinan Pekon secara Partizipatif

1] 3 (90-99|lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik
dan kearsipan®

4 Sub Ridang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1] 4| 01 [Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pekon/Pembahasan APBDces (Musdes,
Musrenbangdes,/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

11 4| 02 |Penyclenggaraan Musyawarah Pekon lainnya (musdus, rembug warga, dil, yang
bersifat non-repuler sesuai kebutuhan Pekon)

1| 4| 03 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon [RPJMDes/RKPDes,dll)

11 4| 04 |Penyusunan Dokumen Keuangan Pekon (AFBDes/ APBDes Perubahan/ L.PJ APBDes,
dan seluruh dokumen terkaif)

1| 4| 05 |Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Pelon

1| 4| 06 |Penyusunan Kebijakan Pekon (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)

1 4 | 07 |Penyusunan Laporan Peratin/Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran, informasi kepada masyarakat)

1| 4| 0B |Pengembangan Sistem Informasi Pekon

1] 4| 09 |Koordinasi/Kerjasauna Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pekon

rﬁ-—“-—' IR (Antar Pekon/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dil}**
N J":'" l:!; ?'_ & I:I.I_E []
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.| 1| 4] 10 |Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
- A Pemilihan LHP (yvang menjadi wewenang Pekon)

1| 4| 11 |Penyelenggaraan Lomba antar kewilavahan dan pengiriman kontingen dalam
mengikuti Lomba Pekon

11 4190-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
pelaporan®

1] 5 Sub Bidang Pertanahan

1] 5] 01 |Sertifikasi Tanah Kas Pekon

1| 5| 02 |Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
Pertanahan)

1| 5| 05 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masvarakat Miskin

1] 5| 04 |Mediasi Konllik Pertanahan

1| 5] 05 |Penyuluhan Pertanahan

1{ 5] 06 |Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1] 5| 07 [Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Paiok Tanah Pckon **

1] 5 {90-99[lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan®

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEKON
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pckon berisi sub bidang dan kegiatan dalam
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umumn, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

s 1 Sub Bidang Pendidikan

2| 1| 01 |Penyclenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Pekon**
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

1| 02 [Dukungan Penvelenggaraan PALD (APE, Sarana PAUD, dst)

21 1] 03 |Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

21 1| 04 |Pemelibaraan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Pekon; Sanggar
Belajar Milik Pekon **

2 1| 05 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-
Formal Milik Pelkon**

21 1| 06 |Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
Edukatif (A\PE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Pekon**

21 1] 07 (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Pekon/ Sanggar Belajar Milik Pekon**

2| 1| 08 |Pengelolaan Perpustakaan Milik Pekon (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Pekon)

2] 1] 09 |Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

2 1| 10 |Dulkungan Pendidilan bag Siswa Miskin / Berprestasi

21 1 [90-99lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan®

21 2 Sub Bidang Kesehatan

2| 2| 01 |[Penvelenggaraan Pos Kesehatan Pekon (PKD)/Polindes Milik Pekon (Obat-obatan;
Tambahan Insentif Bidan Pekon/Perawat Pekon; Penvediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

2| 2| 02 [|Penvelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Thu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)

2| 2| 03 |Penyvuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

2] 2] 04 |Penyelenggaraan Pekon Siaga Keschatan

2| 2| 05 |Pembinaan Palang Merah Remaja (PMRE) tingkat Pekon

2] 2| 06 |Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB])

2] 2| 07 |Pembinaan dan Pengawasan Upava Kesehatan Tradisional

2| 2| 08 |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posvandu/Polindes/PKD

2| 2| 09 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu / Polindes/PKD **

2] 2 [90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

1.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2] 3| 01 |Pemeliharaan Jalan Pekon

21 3| 02 |Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman,/Gang

2| 3| 03 |Pemcliharaan Jalan Usaha Tani

2] 3| 04 |Pemeliharaan Jembatan Milik Pekon

3 | 05  |Pemeliharaan Prasarana Jalan Pekon (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
@E: i MAEAG | |Drainase, Prasarana Jalan lain)
—?;—_L ‘-: | |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Pekon /Balai Kemasyarakatan
I ¥




2| 3| 07 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Pekon/Situs Bersejarah Milik ’ckon /Petilasan Milik

2| 3| 08 [Pemeliharaan Embung Milik Pelon

2| 3| 09 |Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Pekon

2| 3| 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pekon **

2| 3| 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **

2| 3| 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

2| 3| 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Pekon **

2| 3| 14 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Pekon (Gerong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase. Prasarana Jalan lain) **

2} 3| 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pekon/Balai Kemasyarakalan™

2] 3| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkalan Pemakaman Milik Pekon /Situs Bersejarah
Milik Pekon/Petilasan

2| 3| 17 |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayvah dan Sosial Pekon =

2] 31 18 |Penvusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Pekon

21 3] 19 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Pekon **

2| 31 20 |Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Monumen/Oapura/Batas Pekon **

2| 3190-99]lain-lain kegiatan sub bidang pekerjuan umum dan penataan ruang*

2| 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2| 4| 01 |Dukungan pelaksanaan program Pembangunan,Rehab Rumah Tidak Lavak Huni
(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dilj

2] 4| 02 |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Pekon

2|1 4| 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Pckon (Mata Air/Tandon Penampungan Air
Hujan/Sumur Bor, dll

2| 4| 04 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, 1)

21 4| 05 [Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar
prasarana jalan)

2| 4| 06 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

21 4| 07 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Pekon/Permukiman [Penampungan,
Bank Sampah, dll)

2] 4| 08 |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) |

2] 4| 09 |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Pekon

2| 4| 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/’cningkatan Sumur Resapan **

21 4| 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Pekon (Mata
Air /Tandon Penam pungan Air Hujan/Sumur Bor, dll}**

2 4| 12 |Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
{pipanisasi, dil] **

21 4| 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,
Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

2] 4| 11 |Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dll **

21 41 15 |Pembangunan/Rehahilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Pekon /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

2| 4| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,
Air limbah Rumah Tangga)™”

21 41 17 |Pembangunan,Rehabililasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Pekon™

2| 4 190-99 |lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman®

2] 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

21 3| 0] |Pengeclolaan Hutan Milik Pekon

2| 5| 02 |Pengelolaan Lingkungan Hidup Pekon

2| 5| 03 |Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungen Hidup dan
Kehutanan

2{ 5 [90-99|lam-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*

21 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunilosi, dan Informatila,

2] 6| 01 |Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Pekon

2| 6| 02 |Penyelenggaraan Informasi Publik Peken (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll]

2 i) 03 F-:é;gululumx dan Pembuatsan Jaringan /lnstalasi Komunikasi dan Informasi Lokal

2| 6 |90-99|lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komumkasi, dan Informatika®

Sub Bidang Enerm dan Sumber Daya Mineral

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Pekon

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Encrgi Alternatif

tinglcat Pekon **




2| 7 |90-99|lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral®

~i3

2| 8 Sub Bidang Pariwisata

2| 8| 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Pekon

2] 8| 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

2] 8| 03 |Pengembangan Pariwisata Tingkat Pekon

2] 8 190-99 [lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEKON
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan
Pekon yang mendukung proses pembangunan Pekon yang mencakup:

al 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

3| 1| 01 |Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Pekon (pembangunan pos, pengawasan
pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

3| 1| 02 |Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kcamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah PPckon (Satlinmas Pekon)

3| 1| 03 |Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
(dengan masyvarakat/instansi pemerintah daerah, dil} Skala Lokal Pekon

3| 1] 04 |Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Pekon

31 1] 05 |Penvediaan I'os Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Pekon

3| 1] 06 |Bantuan Hukum Unluk Aparatur Pekon dan Masvarakat Miskin

31 1| 07 |Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masvarakat

3| 1 90-99|lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyaralat®

31 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3| 2] 01 |Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Pekon

3| 2| 02 |Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Pekon di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

3| 2| 03 |Penvelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan
hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Pelkon

3] 2| 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudavaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik
Peleon **

3| 2| 05 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudavaan/Fumah Adat/Keagamaan Milik Pekon **

3] 2 190-99|lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan®

3] 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3| 01 |Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Pekon di tingkat

kecamaltan dan Kabupaten /Kota

3| 3| 02 |Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan {Kepemudaan, Penvadaraan Wawasan
kebangsaan, dlil) tngkat Pekon

3| 3] 03 |Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Pekon

3| 5] 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon**

31 3| 05 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Olah Raga Milik Pekon**

3| 3| 06 |Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

3| 3 [90-99|lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

3| 4 Sub Bidang Kelemnbapaan Masvarakat

3| 4] 01 [|Pembinaan Lembaga Adai

31 4| 02 |Pembinaan LKMD,/LPM/LPMD

31 4| 03 |Pembinaan PKK

3| 4| 04 |Pelathan Pembinaan Lembara Kemasyvarakatan

3| 4 [90-99|lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masvarakat*

4 BIDANG PEMBEREDAYAAN MASYARAKAT PEKON
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan vang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan kesejghterasn masvarakat, vang mencakup:

41 1 Sub Bidang Kelaulan dan Perikanan

4 1| 01 |Pemeliharaan Karamba,/Kolam Perikanan Darat Mililkk Pekon

4 1] 02 |Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/kecil Milik Pelcon

4 ﬂ 03 | |Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Karamba /Kolam Perikanan Daral Milik
Pelon**




o4k 1| 04 PtElb&ngummf Rchabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik
Pekon™**
4| 1] 05 |Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4| 1| 06 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanarn
Daratl/ Nelayan **
41 1 ]90-99|lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan®
4] 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternaksm
41 2| 01 |Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,
penggilingan Padi/jagung, dii)
4| 2| 02 |Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,
kandang, dll)
41 2] 03 |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Pekon (Lumbung Pekon, dl)
4] 2] 04 |Pemeliharan Saluran Irgasi Tersier/Sederhana
4| 2| 05 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonolog Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan *
4| 2 190-99|lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan®
4] 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasiras Aparatr Pekon |
4| 3| 01 |Peningkatan kapasitas Peratin |
4| 3| 02 |Peningkatan kapasilas perangkat Pekon |
4| 3] 03 [Peningkatan kapasitas LHP '
41 3 190-99|lain-lain kegiatan sub bidang peninglatan kapasitas Aparatur Pekon
4| 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4] 4] 01 [|Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4] 4| 02 |Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4| 4| 03 |Pclatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4] 4 [90-99|lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4] 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4] 5| 01 |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4] 5| 02 [Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
41 5| 03 [Pengadaan Teknologi Tepatl Guna untuk Pengembangan Ekonomi PePekonan Non-
o Pertanian
4| 5 ]90-99]lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menenpgah*
4| 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4| 6] 01 |Pembentukan BUM Pekon (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Pekon)
4| 6] 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Pekon (Pelatiban vang dilaksanakan oleh Pekon)
41 6 |90-959|lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal®
4| 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4| 7 01 |[Pemeliharaan Pasar Pekon/Kios milik Pekon
4| 7 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Peloon/Kios milik Pelcon **
4] 7! 03 |Pengembangan Industri kecil level Pekon
4 7| 04 |Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
! produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil} **
4 | 7 %0-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian®
i & | | [BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENPEKONK
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenPekonk Pekon
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
_ méenPekonk; ) S—
Bi 3 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
o 1 00 |Penanggulangan Bencana
2 2 Sub Bidang Keadaan Dararal
5 2 00 |Keadaan Darurat
5 3 Sub Bidang Keadaan MenPekonk.
hE 3 (M} Keadaan MenPckonk

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)
= = {unluk penamaan kegiatan, pilih salah salu sesuai kebutuhan Pekon, misal : Pembangunan,
ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, alau Pengerasan)

[




A 2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening

a | b [ d o
4 PENDAPATAN

q i Pendapatan Ashi Peloon

4 1 1 Hagsil Usaha

4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes

4 1 1 120-59 Lain-lain

4 1 2 Hasil Azet

4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Pekon

4 1 2 02 Tambartan Perahu

4 1 2 03 Pasar Pelion

4 1 7 04 Tempeal Pemandian Umum

41 1]2] o5 Jaringan Irigasi Pekon

4 1 2 24 Pelelangan Ikan Milik Pelon

4 1 2 o7 Kios Milik Pekon

] 1 2 08 Pemanfaatan Lapangain/Prasarana Olah raga Milik Pekon

4 1 2 |90-99 Lain-lain

4 ]1] 3 Swadaya, Partisipasi dan Golong Royong

1 1 3 o1 Swadaya, partisipasi dan gotong royong

4 1 3 |90-99 Lain-lam Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asl Pelon

4 ] 4 {1 Hasil Funguian Pekon

4 1 4 |90-99 Lain-lain

4 2 Transier

4 | 2 1 Dhana Pelion

4 a S 01 Dana Pekon

4 | 2 2 Bagian dari asil Pajak dan Retribusi Daersh Kabupaten /kota
4 | ‘32 2 o1 Bagian dari Hasil Pajak dan Retibusi Dasrah Kabupaten [kota
3 P 3 Alokasi Dana Pekon

4 | 3 D1 Alokasi Dana Pekon




4] 2| 4 Bantuan Keuangan Provinsi

4] 2] 4] &1 Bantuan Keunangan dasi APBD Provinsd

4 2 4 |90-18 Lain-lain Banman Keunangan dari APBD Provinsl

4 4 2 Banluan Keuangan APBD Kabupalen/Kota

4 2 5] 01 Bantuan Keuangan AFBD Kabupaten [Kota

4 2 5 |90-99 Lain-lain Bantuan Keaangan dan APBID Kabupaten [ Kota

4 3 Pendapatan Lain-lan

4 3 1 Pencrimaan dari Haml Kerjasama antar Poiton

4 3 1] o1 Penerimaszn dari Hasil Kerjasama antar Pekon

& 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Pelon dengan Pihalk Eetiga

4 3 2| ot Penerimanan dari Hasil Kerjasama Pelron dengan Pihak Ketiga

4 K] 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahsan yvang berlokasi di Pekon

4 3 3] M Penermaan dari Bantuan Perusahasn vang berlolasd di Pekon

4] 3| 4 Hibsah dan sumbangan dac Pihak Hetiga

4] 3] 41 ¢ Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tabhun-tahun anggaran sebelumnya vang mengakibathkan penerimaan di kas Pekon pada tahun
angraran berjalan

4 k4 3| 1 Korelsi kesalahan belanja tabun-tabun anggaran sebelumnva yang mengalibatkan penerimaarn di kig Pelcon pada

tahun anggaran berjalan

4 2| & Bunga Bank

4 3 & 01 Bunga Bank

41 Al B Lain-lein pendapatan Pelon yang sah

41 2| 9 |90-99 Lain-lain pendapatan Pekon yang sah

3 BELAN.JA

) 1 Brlanja Pegawad

> 1 1 Penghasilan Telap dan Tunjangan Peratin

5 1 1| 01 Ienghasilan Tetap Peratin

5 1 1| 02 Tunjangan Peratin

5 1 I |90-499 Penerimann Lain Peratin vang Sah

5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peranpgkar Pelon

5 1 2| 01 Penghasilan Tetap Peranpkar Pelkon

3 1 2| 02 Tunjangan Perangkar Pelon

3 1 2 |90-499 Penerimaan Lain Persngkat Pekon veng Sah




- 0% -

5 1] 3 Jaminan Sosial Peratin dan Perangkat Pekon

] l 3| 01 Jaminan Kesehatan Perazin

5 1 3 | 02 Jaminan Kesehatan Peranglat Pelon

3 1 3 Jaminan Ketenagakerjann Permatin

5 1 3| o4 Jaminan Ketenagakerjaan Peranglat Pekon

5| 1 4 Tunjangan LHP

5 1 41 61 Tunjangan Kedudubkan LHP

5 1 4 0z Tl_ln_]'ansun iL'J.nrr_la LHF

3 2 Belanja Barang dan Jasa

31 2 1 Belanja Barang PerlengKapan

5 2 1 01 Delanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

3 2 1 02 Helanja Pﬂr]rrngkspﬂn Alat-alat Listrilc

851 & 1] a3 Belanjs Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangpa/Peralatan dan Bahan Kebersihan
ol 2 1| 04 Belanja Bahan Bakar Minyal /Gus /Tsi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
Bl 2] 1| 05 Belanja Perlengkapan Celak {Pengeandaan - Belanjs Barang Cetak dan Penggandaan
51 & 1| G6 Belauja Perlengkapan Barang Kunsumsl (Makan /minum) - Belanja Barang Konsumsi
5] 2 1| OF Belanja Bahan / Marerial

5l 2 1| o8 Belanja Bendera/Umbul-umbul/ Spanduk

2 2 1 ] Belanja Pakaian Dinas [ Sevagam f Atribut

5 2 1 10 Belanja Obat-obatan

51 12 1 11 Belanja Pakan Hewan/[kan, Obat-obatan Hewan

5 2 1] 13 Brlanja Pupulk/ Obat-obatan Mertanian

5] 2 1 §90-99 Bclanja Barang Perlengkapan Lainoya

) & 2 Belanja Jasa Honorarium

9 2 21 m Belemja Jasa Honorarium Tim vang Melaksanakan Kegiatan

3 B 2| oz Belanja Jasa Honorarium Pemhbaniu Tugas Umum Pekon [Operator

5 2 21 03 Belanja Jasa Honorarium /Insentif Pelavanan Pelion

5] & 2] 04 Belanja Jase Honoraram Ahli/Profesi/ Kensubtan /Narssumber

5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Perugas

5{ %] 2 |90-99 Delania Jasa Honorerium Lainnya

5 2 b Helanja Perjdalanan Dinas

i) 2 3] o1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

3 2 3] o2 Belanja Perjalanan Dinag Luar Kabupaten /Kata




3| 2 a | o Belanja Kursus/ Pelatihan

5| 2| 4 Belanja Jasa Sewa

a 2] ] m Belanjs Jasa Sews Bangunan /Gedung/Ruang

a|l 2] 4] 09 Belanja Jasa Sewa Peralatan /Perlenglapan

] 2 41 0 Belanja Jasa Sewn Sarana Mobilitaz

5 2| 4 j90-59 Belanja Jasa Sewa Lainniva

5| 2| 8 Belanja Cperasional Perkanloran

] 7 2 | 4 Belanja Jasa Langpanan Listrik

3] 2 3 | 03 Belanja Jasa Langpanan Air Bersih

2| 2 3| 03 Belanja .Jasa Langpanan Majalah /Surat Kabar

5| 3| 5| 04 Belanja Jasa Langganan Telepon

5| 4 5| 05 Belanja Jasa Langganan Internet

5] 2} &) b Belanja Jasa Kurir/Pos /Giro ;

5] 4 5| o7 Belanja Jasa Perparjangan Iin/Pajak

5 2 3 |90-99 Belanja Operasional Perkanioran Lamnya

J| 2 G Belanja Pemeliharaan

af 2 6| 01 Belanja Pemeliharsan Mesin dan Peralatan Berat

5| 2| a| 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermator

5| 2| 5| 03 Belanja Pemeltharaan Peralatan

5] 2] B 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan

5| 2| 6| 05 Belanja Pemeliharaan Jalan

] 2 6| 08 Bclanja Pemeliharaan Jembatan

9| 2 6| 07 Belanja Pemeliharasn Ingasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
] 2 6| 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi {Listrik, Telepon, Internet, Komunikas:, dil)
3] 2] 6 [90-90 Belanja Pemeliharaan Lainnya

| @] T Belanja Barang dan Jasa yang Diserahlen kepada Masyarakat

] 2] 7] 01 Belanja Bahan Perlengkapan vemp Diserahkan ke masyarakat

5] 2] 7| o2 Belanja Bantuan Mesin/Kendarasen bermotor/ Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
g 2 7| 03 Belanja Fantuan Bangunan vang diserahkan ke masvarakat

al 2 V| o4 Belanja Beasiswa Derprestasi /Masvarakar Miskin

o] 2 Y | 05 Belanjs Bantusn Bihit Tanam an (Hewan /Tean

5] 2] 7 |u0-0G Belanjs Barang dan Jasa vang Diserabkan kepada Masyamkat Lainnya
5] a Helania Maodal




5y 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
51,3 1] Gl Belanja Modal Pembebasan /Pembehan Tanah
91 3 1) 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
- 1| 03 Delanja Modal Pengulouran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
b 2 1| 04 Belanja Modal Penpurubkan dan Pematangan Tanah
5 3 1 03 Belanja Modal Perjalanan FPrengadaan Tanah
ol 3 1 |90-99 Belanja Modal Pengadasn Tanah Lainnya
5 3 2 Helanja Modal Peralaian, Mesin, dan Alat Berat
5 3 21 0l Belanja Modal Honor Tim vang Melaksonalian Kegiatan
5] 3] 2] o2 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studie
g0 31 2] 03 Belanja Modal Peralatan Komputer
3| 3] 2| ™ Belanja Mudal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
2| 3 2| 08 Belanja Modal Peralatan Dapur
3 3 2 065 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
3 3 2| or Relanja Modal Peralatan Rambu-rambua / Patol Tanah
3 3 2| 0B Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5 3 21 oa Belanja Medal Peralatan khusus Pertanian / Perikanan / Peternakan
5 3 2 1 Belanja Modal Mesin
) &) 2] 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
a 3 2 |90-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Laionya
2 ] 3 Belanja Modal Kendaraan
5] 3| 3| w Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
3 3 3] a2 Belanja Modal Kendavaan Darat Bermotor
5] 3§ 2] D3 Belanja Modal Anglutan Darat Tidak Bermotor
5] 3] 3| ™ Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5{ ] 3] &5 Belanja Modal Anglutan Air Tidak Bermotor
2 3 3 |90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnva
5| 3] 4 Belanja Modal Gedung, Bengunan dan Taman
- -8 3] <] o Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
5 3 4 | 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja o
5] 31 41 0a Belanja Modal Bahan Daka
5] 23] 4] @M Belanja Modal Sewa Peralatan
81 3] &5 Belanja Modal Jalan, Prasarana Jalan




5] 38| 5] o1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5/ a|l 5| o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5] 3] 5| o2 Belanja Modal Bahan Balm

5| 3] 5| o4 Belanja Modal Sewa Peralatan

5] 3] 6 Belanja Modal Jembatan

) 3 & | 01 Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
5] 3] 6| 02 Belanju Modal Upah Tenaga Kerja

a 2 6| 03 Belanja Modal Bahan Baku

a 3 6| 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

i 3 7 Belanjs Modal Irigasi /Hmbung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah /Persampahan
5 3 7] 01 Belanja Medal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
&) 2] ¥i o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5| 3| ¥ 03 Belanja Modal Bahan Dalku

5 3 T 04 Belanja Modal Sewa Perulatan

5 3 B Belanja Modal Jaringan /Instalasi

5] 3] &] 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
S| 3] 8] oz Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5| 3] &] 03 Belanja Modal Bahan Baku

] 3] 8] o4 Belanja Modal Sewa Peralatan

5 2 g Belanja Modal lainnya

5 a 91 01 Delanja Medal khusus Pendidikan dan Perpustakaan

] 3 9| 02 Belania Modal khusus Olahraga

b 3 9| 03 Belanja Modal kKhusus Kesenian / Kebudayvaan / keapamaan
3 3 0| 04 Belanja Modal Tumbuhan /Tanaman

8] 3] o] 05 Belanja Modal Hewan

5 2 9 |G0-00 Belatja Modal Lainnyva

Sf 4 Belanja Tak Terduga

5| 4 1 Delanja Tak Terduga

a 4 I 01 Belanja Tak Terduga

6 PEMBIAYAAN

G L Penerimaan Pembiayaan

5] I | SILPA Tahun Sebelumya

6] 1] 1] wm SILPA Tahun Sebelumnya




1 1 2 Pencairan 1dana Cadangan

1] 1 21 01 Pencairan Dana Cadangan

6 1 E] Hasil Penjualan Kekayaan 'elkon yvang Dipisahkan
6 1] 3] 01 Hasil Penjualan Kekayaan Pekon yang Dipisahlran
[ 1 9 Penetimaan Pembiayaan Lainnya

[ 1 g |90-99 Penerimaan Pembiavaan Lainnya

6 2 Pengeluaran Pembilayaan

(1] z L FPembentukan Dana Cadangan

(3] 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan

& 2 2 Penvertasn Modal Pekon

1] d 21 M Penvertasn Modal Pelon

(1] 4 4 Pengelaaran Pembiayaan lainoya

6| 2| 9 |90-99 Pengeluaran Pembiavaan lainnya




B. Format Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan
APBPekon

MATERI MUATAN
FENYUSUNAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

Materi muatan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBPekon paling sedikit
memuat:

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Pekon, RKP
Pekon, dan kebijakan priontas penggunaan Dana Pekon.

B. Prinsip Penyusunan APBPekon

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan

dalam penvusunan APBPekon, diantaranva adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Pekon
berdasarkan bidang dan kewenangannys;

2. Tepat waktu, sesual dengan tahapan dan jadwal vang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBPekon;

4, Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

3. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan vang lebih
tinggl dan peraturan daerah lainnya; dll.

C. Kebijjakan Penyusunan APBPekon

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Pekon dalam
perencanaan penyusunan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan, terkait
dengan pendapatan, belanja, dan pembiavaan.

Penyusunan APBPekon disusun dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan
memperhatikan kelerkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja vang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kegiatan yang direncanakan;

2, Capaian atau target kinerja, vaitu merupakan ukuran prestasi kerja
vang akan dicapai vang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
harang/jasa vang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.



D. Teknis Penyusunan APBPekon Menguraikan tentang;

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBPekon, terkait

waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBPekon.

Substansi APBPekon

APBPekon memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-
masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun
yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan
Pendapatan Pekon wvang dianggarkan dalam APBPekon Tahun
Anggaran berkenaan merupakan perkiraan vang terukur secara
rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Oleh karena itu dalam pedoman penvusunan APBPekon harus
memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:
(1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan

dari transfer; dan

(2] Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

b. Belanja

Belanja Pekon harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan
pemerintahan Pekon yang menjadi kewenangan pemerintah Pekon
yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon
vang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pedoman penyusunan APBPekon secara rinci menguraikan hal-hal
vang harus diperhatikan dalam penyvusunan APBPekon dari sisi
belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan
belanja modal.

Pedoman penyusunan APBPekon harus mengatur hal-hal vang
memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang
akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Pekon.
Pekon dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan
mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika
terdapat harga saluan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten,
maka Pekon harus menyvampaikan alasan yang kuat,

¢. Pembiayaan Pekon

Pedoman penyusunan APBPekon harus menguraikan secara rinci hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam penvusunan APBPekon dari sisi

pembiayaan, yang meliputi:

(1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali
dana cadangan, dan

(2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan
penganggaran dana cadangan.

Cara mengisi format APBPekon

a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Pekon,
yvang dipungut/dikelola/ diterima oleh Pekon. Jenis dan Objek
pendapatan Pekon selanjutnya dituangkan dalam penjabaran
APBPekon.

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi
ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan.
Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja,
dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan
dalam penjabaran APBPekon.




c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan
vang dapat digunakan untuk menutup defisit APBPekon dan
pengeluaran pembiayvaan yang digunakan untuk memanfaatkan
surplus APBPekon yang masing-masing diuraikan menurut kelompok,
jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek
pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

E. Hal-hal Khusus Lainnya
Menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus vang perlu diperhatikan

dal
1;

am penyvusunan APDPekon, diantaranva:

Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan vang diutamakan dilakukan
melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan
dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royvong dengan
melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja,
dan pemberdayvaan masyarakat setempat.

Kebijakan Daerah.



C.1. Format Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon

PERATIN ..... (Nama Pekon]
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN PEKON... (Nama Pekon)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEREATIN (Nama Pekon),

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai wujud
dan pengelolaan keuangan Pekon dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarmya kemakmuran
masyarakat Pekon;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun
Anggaran ... termuat dalam Peraturan Pekon tentang
Angpgaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran ....
vang disusun secsual dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Pekon berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pekon Tahun Anggaran ...._.;

Mengingat : 1..... -

- R

Y dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
LEMBAGA HIMFUN PEMEKONAN PEKON ... (Nama Pekon)
dan
PERATIN ... ([Nama Pekon)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

T RR s | DAN BELANJA PERON....... TAHUN ANGGARAN .....




Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Pekon BT ocimsnangsimii o
2. Belanja Pekon R oo s
Surplus/ Defisit 24+ TSR

3. Pembiayaan Pekon
a. Penerimaan Pembiayaan B e i
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .......................

Sehsih Pembiayaan (a—-b) Rpoeviiiiiiciiiinnninns

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pckon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Pekon ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBPFekon;
b, daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan vang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Peratin menetapkan Peraturan Peratin tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belamja Pekon sehagai
landasan operasional pelaksanaan APBPekon.

Pasal 5
(1) Pemerintah Pekon dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
menPekonk,
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah  Pekon dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
menPekonk yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Pekon tentang perubahan APBPekon.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksi
schelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Pekon;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rtangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial: dan

e. berskala lokal Pekon.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. pcnambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Pekon pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya



dan menvebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.
Peratin dapat mendahului perubahan APBPekon dengan
melakukan perubahan Peraturan Peratin  tentang
Penjabaran APBPekon dan memberitahukannya kepada
LHP,

Pasal 7
Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pekon ini dalam Lembaran
Pekon... ....(Nama Pekon).

Ditetapkan o ...oos00ii
pada tanggal .........coveveenns

PERATIN ..(Nama Pekon)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada ranggal ...

JURU TULIS PEKON ... (Nama Pckon},

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN PEKON ... (Nama Pekon} TAHUN ... NOMOR ...




C.2. Furmsal APBPekon

Contoh:

LAMPIEAN

PERATURAN PEKON.........

NOMOR.. ...

TENTANG

S TAHUN

ANGOARAN FENDAPATAN PEKON

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

PEMERINTAH PEKON...cooiaies
TAHUN ANGGARAN. ... ...

KODE REKENING

LIRAIAN

ANCGOARAN
Ep.

SUTMBER TDANA

1 2

3

4

a b C

PENDAPATAN

FPAPekon

Transfer

S R g S
—

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELAN.JA

Penvelenagﬂm an Pemenntahan Pelkon

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon

Penyediaan Penghasilan Telap dan Tunjangan
Peratin

1 L | 41 51, 1

Belanja Pegawai

Administrasi Kependudulkan, Pencalatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

L] 3 |ol Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
[Surat Pengantar /Pelavanan KTT, Kartu Keluarga,
L]

113 |3 5| 2 |Belanja Barang dan Jasa

2 Pelaksanaan Pembangunan Pelon

2 1 Pendidilan

2 1 1065 Pembanpgunan  Echabilitasi/ Peninglkatan Sarana

Prasarana Perpustakasn/Taman Bacasn
Pekon [ Sanggar Belajar




D.1. Format Rancangan Peratin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pekon

PERATIN ..... (Nama Pekon)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN PERATIN... (Nama Pckon)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATIN,.. (Nama Pekon),

Menimbang : bahwa schagai pclaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pekon
Nomor....... Tahun ...... tenitang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pekon Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Peratin
tentang  Penjabaran  Anggaman  Pendapatan dan  Belanja
Pekon.....(Nama Pekon) Tahun Anggaran .....;

Mengingat - 1. ... -

. !
3. ......dan seterusnva;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERATIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran
verr. terdind dari:
1. Pendapatan Pekon

a. Pendapatan Asli Pekon -5 ¢ TR

b. Transler BP:innsmiisis

¢. Lain-lain Pendapatan vang sah BT sl s

Jumlah Pendapatan e

2. Belanja Pekon
a. Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Pekon  Rp.o..oeevenn.

b. Bidang Pembangunan BP. ..eernmmmreyenss
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | =1 o N
d. Bidang Pemberdayanan Masyvarakat = » TR R——

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak o




Jumlah Belanja 13 e e P

Surplus/ (Defisit) B vuvminvaciss
3. Pemmbiayaan Pekon
a. Penerimaan Pembiayvaan [ 1 PSRN
b, Pengeluaran Pembiayaan )3 R
Sclisih Pembiayaan (a-h) Bl s
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Peratin ind

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapalan Belanja Pekon yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] vang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegilatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Peralin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Peratin ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon
vieein. [Nama Pekon)

Ditetapkandi..........cooeeenne
pada tanggal ......ooooiiiinnnn.

PERATIN {Nama Pekon)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

JURU TULIS PEKON ... (Nama Pekon),
tanda tangan

NAMA

BERITA PEKON ... (Nama Pckon} TAHUN ... NOMOR ...



13.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Mekon

Contoh

LAMPIRAN

PERATURAN PERATIN.........
NOMOR. venn e PAHUN o i
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN.JA PEKON

FORMAT FENJABARAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA FEKON

PEMERINTAH FEKON....
TAHUN ANGGARAN.......

HODE REKENING

LURATAN

KELUARAN/OUTPUT

VOLUME

SATUAN

ANGGARA
N

SUMBER
DANA

|

2

3

4

S

6

¥

al h

3] e

i |

PENDAPATAN

PAPakon

Hasil usaha

oo |=Obyek Pendapatan=

Transfer

Nana Pekon

Pendapatan lain-lain

A [ f || | e [ s |

L Lt b b=~ —

Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Pekon

&

- [#Obyek Pendapatan=>

jdst. ..

JUMLAH PENDAPATAN

=]

BELAN:IA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelan

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Pekon

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Peratin

01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan Tetap & Tunjangan
Peratin

01

o

. |=Rincian Obvek Belanja>

Adminisirasi Kependudukan,
Pencatatan Jipil, Statistik dan
llcarsipan




01

Pelayanan administrasi umum
dan kependudulan (Surat
Pengantar f Pelavanan KTP, Karta
Keluarpa, dli)

0]

Belanja Barang dan Jasa

01

Belanja Jasa Honorariam

<Rincian Obyek Belanja=

Pelalsanasn Pembangunan Pekon

FPendiudikan

05

Fembangunan / Rehabilitas /Penin
gliatan Sarans Prasarana
FPerpustakaan (Taman Bacaan
Pelion/Banggar Belajar

U35

Helanja Modlal

1)

Belanja Modal Gedung dan

[1]5]

QI jth

Ll |

. |=Rincian Obyck Belanjaz

R o ]

Penangpulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan MenPekonk

Penanggulangan Bencana

Do

Penangrulangan Bencana

oo

Belanja Tak Terduga

oo

Belanja Tak Terduga

njenjanfoniun

= L

0o

tnjinfcn

slele

0

Belanja Tak Terduga

LUMLAH BELANA

SURPLUS /{DEFISIT)

SMBIAYAAN

lenerimaan Pembiayvaan

SiLPA Tahun Schelumnya

SiLPA Tahun Sebelhimnvea

Pengeluaran Pembiavaan

—

Pembentukan Dana Cadangan

o S fSn fOn g [ O o

(50 LR W R PR

Pembentukan Dana Cadangan

ds

SELIGTH PEMBIAYAAN

aape

Peratin,




Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6
Kalom T

! diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. hidang;
b. sub bidang: dan
c. kegiatan
Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ckonomi terdini dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
¢, jenis pendapatan; dan
ct. obhvek pendapetan
- Bagian Belanja diisi:
& belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengarn jenis kegiatan);
o obyek helanja: dan
d. rincian nhyek belanja,
- Bagian Pembiayaan disi:
a. pembiavaan;
b. kelompok pembinyaan; dan
e. jenis pembiayaan
Uraian Pendapatan, Belanja dan Fembiayaan {Lihat Lampiran A Permendagri ini)
Volume diisi dengan volume (jumlah) outpul kegiatan (Kelom 1.¢) dan volume {jumlah)
input pada rincian obvek helanja (Kolom 2.d)
Satuan diisi dengan satuan output (paket, umt, lon, Ha| kegistan dan satuan {paket, unit)
input pada rncian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran vang ditetapkan
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kelom 1.¢} terkait



E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN PEKON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Pekon yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Pekon ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Pekon.

2. APBPekon disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Pekon yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, scrta tertib dan
disiplin anggaran.

3. Bahwa Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon harus dievaluasi
oleh Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:
1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainva prinsip
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan
keuangan Pekon dalam membiayai Pembangunan Pekon berdasarkan
kewenangan Pekon yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam
rangka evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau
Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon.

C. SASARAN EVALUAS]

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu;

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Pekon dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan
dan penetapan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan
Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Pekon dalam kaitannya dengan substansi dan maten
Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan
Pekon tentang Perubahan APBPekon.



D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, vaitu:

1.

Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan
informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Pekon

tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang perubahan
APBEPekon;

. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang

melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Pekon dimaksud;

. Aspek kebijakan vang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi

dengan RPJM Pekon dan RKP Pekon; dan

. Aspek substansi anggaran dalam siruktur APBPekon yang meliputi

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1.

Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah vang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, vaitu:

1} Pembentukan Tim Evaluasi APBPekon Kabupaten ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi
APBPekon dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBPekon,
dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.

2) Tim Evaluasi APBPekon sebagaimana dimaksud huruf a, terdin dani:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota
h) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Pekon Kabupaten/Kota atau
sebutan lainnva

b} Anggota : SKPD terkait

3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon

tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang
Perubahan APBPekon kepada camat.
Apabila pelaksanaan evaluasi AFPBPekon didelegasikan kepada
Camat, selanjutnya Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang
Pendelegasian Evaluasi APBPekon dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APBPekon.

4} Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan
Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Pekon
tentang Perubahan APBPekon kepada camat, selanjutnya Camat
membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Kctua : Camat
b Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon
c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

5) Anggota Tim Ewvaluasi dimaksud adalah pejabat atau stal yvang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk
melakukan evaluasi Rancangan peraturan Pekon tentang APBEPekon
dan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon.

6) Segala biaya vang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.




f

b. Dokumen Evaluasi

1)

2)

Dokumen Utama

a] Rancangan Peraturan Pckon tentang APBPekon vang telah disepakati
bersama LHP; dan/atau

b] Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon vang
telah disepakati bersama LHP.

Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Pekon

- Keputusan Musyawarah LHP Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APBPekon), berita acara hasil
musvawarah; atau

- Keputusan Musyawarah LHP Pembahasan dan Penvepakatan
Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBPekon);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon).

- Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKF Pekon) tahun berkenaan.

- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana
cadangan, Perdes tentang pendirian BUMPekon, hasil analisa
kelayvakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b] Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Pekon

- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usal dan lokal berskala Pekon

- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal Pekon

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Pekon

- Peraturan Bupati tentang Dana Pekon

- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Pekon

- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Pekon

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Pekon

- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, vaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1)

2)

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai

berikut:

a} Kepatuhan atas kelengkapan penyvampaian dokumen evaluasi:

bj Kepatuhan atas penvajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;

c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan peraturan vang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Pekon;

Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumen;



c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyvampaian
dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah
1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Pekon
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan cvaluasi dihitung
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBPekon/perubahan APBPekon.
lLLangkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang
APBPekon atau Rancangan Peraturan Pekon tentang perubahan APBPekon,
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan
Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon sebagai umpan balik kepada
pemerintah Pekon untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon atau Rancangan
Peraturan Pekon tentang Perubahan ABPekon. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

{a) evaluasi atas sistem APBPekon atau Perubahan AFPBFekon, dan

(b} evaluasi atas substansi APBPekon atau Perubahan APBPekon.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPckon atau
Rancangan Peraturan Pekon tentang perubahan APBPekon didistribusikan
kepada !

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Pekon; dan

b. Inspektorat Daerah.



Lembar Evaluasi APBPekon

Kabupaten : Lampung Barat
Kecamatan :
Pekeon
Kesesuaian
+ No. Aspek/ Komponen Periksa B ——
. Ya | Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas -

1.3

Alat Verifikasi

Keterangan

Apakah semua dokumen evaluasi telah

| diterima dari Pekon secara lengkap

Apakah pengajuan Rancangan Perdes
tentang APBPekon atau Rancangan
Perdes tentang Perubaham APBPekon
dilakukan tepat waltu

Peraturan Pekon lentang AFPBPekon/
Rancangan Peraturan Pekon tentang
Perubaham APBPekon

" Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Lega_li"t_as:

Keputusan hasil Musyawarah
LHP Pembahasan dan
Penyepakatan Perdes tentang
APEPekon /Perubahan APBPekon
(lihat tanggal keputusan)
Keputusan hasil Musyawarah

LHP Pembahasan dan
Penyepakatan Peraturan Pekon
tentang APBPekon /Perubahan
APBPekon

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah |
discpakati bersama. Peraturan
Pekon tentang APBPekon
Perubahan AFPBPekon harus
diajukan kepada Bupati atau
_camat untuk dievaluasi
Berdasarkan Pecrmendagri

mengenai LHP




| Aspek Kebijakan dan Struktur APBPekon/Perubahan APEPekon

LUmum

i g

.1 | Apakah Rancangan Perdes te:n‘tané_

' APBPekon/Perubahan APBPekon disusun

13

2.1.2 |

berdasarkan RKPPekon/RKPPekon
Perubahan tahun berkenaan

RKP Pekon atau RKP Perubahan
tahun berkenaan

Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesual dengan peraturan Perundang-
undangan

2.2

Pendapatan

221

Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis

2.2.

2

Apakah estimasi pendapatan Pekon
yang bersumber dari Pendapatan Asli
Pekon rasional dan realistis, serta
didapatkan secara legal dan telah
diatur dalam Peraturan Pekon

Peraturan Pekon terkait PAPekon
(misal Peraturan Pekon tentang
Pungutan, dll}

2.2,

2.3

9.3,

3

1

_| Belanja

| undangan

Apakah estimasi pendapatan Pekon vang
bersumber dari Dana Transfer rasional
dan realistis

Apakah penerﬁpatan pos Belanja telah
sesuai dengan peraturan Perundang-

Semua kegiatan Belanja Pekon telah
sesuai dengan Kewenangan Pekon

Peraturan Bupati tentang Daftar
Inventaris Kewenangan Pelkon

| [multiyears)

Apakah ada program/kegiatan yang
dilakukan lebih dar 1 (satu) tahun anggaran

Apakah belanja Pekon yang ditetapkan
dalam APBPekon paling banyak 30%
dipergunakan untuk:




Pelkon:

2, operasional pemerintahan Pekon;

| 3. tunjangan dan operasional LHP

9.3.5 |

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga,

Siltap, tunjangan dan operasional untuk
Peratin dan Perangkat Pekon sesuai yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Besaran Tunjangan dan Operasional untuk
Anggota LHP, serta insentif RT/RW

dianggarkan sesuai vang ditetapkan dalam
peraturan Bupati.

Peraturan Bupati tentang ADP
atau Perbup tentang Penetapan
Siltap Peratin dan Perangkat
Pekon

Alokasi belanja deng;n.ﬂutput yvang akan
dihasillkkan logis karena telah
memperhitungkan tingkat kemahalan

‘dan geogralis (Standar Harga)

Pembiayaan

Peraturan Bupati tentang ADP
atau Perbup tentang Penetapan
Siltap Peratin dan Perangkat
Pekon

Slaﬂaai" Hérgél_yang dift:tﬂﬁkm
Kabupaten.

Apakah penﬂm;_:uat_an pos Pembiayaan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

Apakah ada pos pengelu_aran p_e;hiﬁia}raan
untuk pembentukan Dana Cadangan

Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah
ditetapkan dengan Peraturan Pekon

Peraturan Pekon tentang Dana
Cadangan

Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk penvertaan modal pada BUMPekon

Apakah penyertaan medal pada
BUMPekon, telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan
ditetapkan melalaui Peraturan Pekon dan
memenuhi nilai kelayakan usaha

2.4.6

Pada evaluasi Perubahan APBPekon, pada
pos penerimaan pembiayaan terdapat
SilPA tahun anggaran sebelumnya

Peraturan Pekon féﬁta_ﬁg

Pembentukan BUMPekon dan hasil

analisa kelayakan usaha




2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBPekon, apakah
S1lPA tahun sebelumnya telah digunakan

Evaluasi dilakukan tanggal.

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

¢ Untuk disetujui Bupati Nama

* Untuk Diperbaiki Pekon Jabatan




F.1l. Format Peraturan Pckon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Pekon

PERATIN ..... (Nama Pekon)
EABUPATEN LAMPUNG BARAT

FERATURAN PEKON... (Nama Pckon)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN ..,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

PERATIN (Nama Pekon),

Menimbang : a. bahwa schubungan terjadi perkembangan  yang lidak scsuai
dengan rencana anggaran vang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon, karens adanya perubahan
penduapatan, belanja dan pembiayaan, periu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hutul a, perlu menetapkan Peraturan Pekon tentang Perubahan
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Pekon (AF3 Pekon) Tahun

Anggaran ...
Mengingat il e :
5 P
. R dan seterusnva;

Dengan Kesepakatan Bersama
LEMBAGA HNIMFUN PEMEKONAN PEKON ... (Nam4d
Pekon)
dan

PERATIN ... (Nama Pekon)]
MEMUTUSKEAN:

Menetapkan : PERATURAN PERON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
FENDAPATAN DAN BELAN.JA PEKON...., TAIIUN ANGGARAN

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran
semula
berjumlah Bp....... - }), bertambah/berkurang sejumlah
Rpaias o= feeiiienn ) sehingga merdjadi  Bpoooaaog-doni ) dengan

rincian sehagai berikut:
1. Pendapatan Pekon

a. semula 34 o T
b. bertambah/ (berkurang) BP.ooevsireianinne
Jumlah pendapatan setelah perubahan S T



2, Belanja Pekon

a. semula | R P
b. bertambah/{berkurang) R camsnaras
Jumlah belanja setelah perubahan Rp..oooviieineen,
Surplus/{Defisit) setelah perubahan 2 - PR

3. Pernbiavaan Pekon
3.1. Penerimaan Pembiayvaan
4. Semula 3 & TR
h. Bertambah/[berkurang) B s
Jumlah penerimasan setelah perubahan  Rp.....coceeee.
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula R voisiumscivimen

b. Bertambah/(berkurang) T e TR TR

Selisih Pembiavaan selelah perubahan{ a—b ) Rp....oovceenees

¥

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pekon scbagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

Pasal 3
Peratin menetapkan Peraturan Peratin tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai landasan
operasional peclaksanaan Perubahan APBPekon.

Pasal 4
Peraturan Pekon ini mulai berlaka pada langgal diondangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pekon ini dalam Lembaran Pckon... [nama Pekon).

Drtetapkan di .......... I
pada tanggal ...

PERATIN (Nama Pekon)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

JURU TULIS ... [Nama Pekon,

tanuda langan

NAMA

LEMBARAN PEKON ... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ...




F.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Helania Pekon

LAMPIRAN

PERATURAN PEKON

NOMOR.._.... TAHUN..........

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PEKON

FERUBAHAN ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
PEMERINTAH PEKOMN.._.........-
TAHUN ANCGIGARAN . ............

Contol:
) _ SEMULA MEN.JADI RERTAMBAH/
KODE REKENING . :
d DRAIAN ANGGARAN (Rp. |  URAIAN ANGGARAN (Rp.] | (BERKURANG) | SUMBER DANA
1 2 3 7 5 6 7 B
a|ble]lal]lb
Peratin

Cara pengisian:

Kolom 1 : disi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubshan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah =1
Kolom 8 ; diisi dengan sumber dana




G.1. Format Peraturan Pekon tentang Peraturan Peratin tentang
Penjabaran Perubahan APBPekon.

FPERATIN _.... ([Nama Pekon)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN PERATIN... [Nama Pekon)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEKON
TAHUN ANGGARAN ..ccviniiiinininn,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATIN.., (Nama Pekon),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Pekon
Nomoer....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran ....,, maka
perlu menyusun Peraturan Peratin tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ... {(Nama

Pekon) Tahun Anggaran ....

Mengingat e BT z
i I
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PERATIN TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEKON....(Nama Pekon) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran
..semula berjumliah |4 TR I ),
bertambah/berkurang sejumlah Rp....... = Diemanin ) sehingga
menjadl Rp.......... ks b ] dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Pekon
1.1. Pendapatan Asli Pckon
a. Semula 1 e P
b. Bertambah/(berkurang) Rp...

Jumlah PAPekon setelah perubahan Rp.........coo....




1.2, Transfer

a. Semula RPuririceriinne

b. Bertambah /(berkurang) Rp..,

Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan Rp.ieiieiininns
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. semula P g

b. Bertambah /(berkurang) Rp..ooovio...

Jumlah lain-lain pendapatan vang sah

setelah perubahan 7 D]

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp..oovovvveienen...

2. Belanja Pekon
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon
a. semula . o PR TE R
b. Bertambah /(berkurang) Bp.iuiiings
Jumlah setelah perubahan Rp..................
2.2. Bidang Pembangunan

a. demula | 54 s TR
b. Bertambah / (berkurang) 0
Jumlah setelah perubahan Ep.....ooooveeeoeo.
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula B i e i
b. Bertambah /(berkurang) o L e
Jumlah setelah perubahan Rp..................
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula Bpuiconaasiivag
b. Bertambah /(berkurang) Rp...........

Jumlah setelah perubahan Ep....oooovvveeenen.
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan MenPekonk

Pekon
a. Semula BP g gisisies
b. Bertambah/(berkurang) RP..oovinrinconins
Jumlah setelah perubahan Rp................
Jumlah Belanja setelah perubahan o R NS e
Surplus/(Defisit) setelah perubahan BB o svisissvingsiis

3. Pembiayvaan Pekon
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula RO cornam.

b. Bertambah /(berkurang) [
Jumlah setelah perubahan 4 PR

3.2. Pengeluaran Pembiayvaan

a. Semula -5+ YA

b. Bertambalh /(berkurang) 101 LA
Jumlah setelah perubahan B i

Selisih Pemhbiayaan setelah perubahan BB conenmmmin

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon scbagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Peratin ini.




Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBPekon yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran,

Pasal 4
Peraturan Peratin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Peratin ini dengan penempatannya

dalam Berita Pekon .. (Nama Pekon)

Ditetapkan di .....ooovevnnnnns..
pada tanggal .....................

PERATIN (Nama Pekon)

tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
JURU TULIS ... (Nama Pekon),
tanda tangan
NAMA

BERITA PEKON ... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ...




(3.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapal dan Belanja Pekon

LAMPIRAN
PERATLURAN
NOMOR.......
TENTANG

PEKON
TAMTING g

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
PEMERINTAH PEKON..............

TAHUN ANGGARAN. ............

Cara pengisian:
diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
diisi dengan kode rckening berdasarkan klasifikasii ekonomi
diisi dengan seluruh uraian, keluaran /output, dan anggaran sebelum peruthahan
diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 1 :
Kolom 2 ;
Kolom 3 :
Kolom 4 ;
~Knlom 5 :
Kolom 6 :

diisi dengan sumber dana

SEMULA MENJADI
KODE REKENING KELUARAN/OUTPUT| ANGGARAN | URAIAN | KELUARAN/QUTPUT | ANGGARAN | DERTAMDAIL/ | SUMBER
URAIAN VOLUME [SATUAN|  (Rp) VOLUME | SATUAN (Rp) {BERKURANG) | DANA
1 2 3 1 3 b
al b cla|b| ¢|d
Peralirt, ...ocvvinveneenn




H. Format DFA
H.1. Furmal Rencana Keglatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAR®

PEKG TAHUON ARCGEATRN Lo v vvinmmnio siimiesmimiiios i s s
N .
KABUPATEN
PROVINSI
ANGGARAN RENUANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)
EODE REKENING LURAIAR Ju.:?rl%ah Sumber | Jan Feb Mar Apr Mlesi dun Jul Agt Sep Okt Nop Des JUMLAH (Rp)
I
1 2 3 % ] £ i
blelsa|b c| d
3 [Penvelenggaraan
Fernerinteshan Pelion
1] 1 Penyvele ngearaan Belanja
Penpghasilan Tetap,

Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Pekon

1| 1|0l enyediann Penghasilan
Tetap dem Tunjangan Kepala
Pelkon

1] T j61]5 ] 1 HBelanja Pegawai

1]1|61]15 1 1L 1 Penghagilan Tetap
Tunjangan Peratin

14 1181 |5 1 1] ... =Rincian Obyelt Belanja=

1| 2 Administras Kependudukan,

Pencataton Sipd, Statistik
fAan Kearsipan

1| 3 |01 Pelayanan administrasi
mim dan kependudukan
[Surat Pengantar/ Felayanarn
[ETP, Kartun Keluarga, di)

1] 3|01 5 | 2 Belanjs Barang dan Jasa

1t 310l E 8] 2 Delanja Jass Honorarium
=Rincian Obyel: Belanja>

Z Palaksanasan Pembangunan
Prkon

21 1 Pendidilan

2] 1|08 Fembangunac Reballitas /
Peningkatan Sqarana
Frazarana
Frrpustakaan  Taman
Bacasn Pefeon/ Sar

2] 1Jos] 5] 3 Pelanja .h-'lll:brlslullllr =

..n"-:':"'
KABAG




2] 1|05 & 3| 4 Belanja Modal Gedung dan
Ranginan
1 1J105( 5 a4 <Rincian Obvek Belanja=
b Penanggulangan Bencans,
Keadasn Darurat dan
Mendesalc
a] 1 Fenangmilangan Bencana
5| 1|joo| 5 4 Penanpeulangan Bencina
5| 1jco| 5 | 4 Belanja Tak Terduga
5] 1|0 & 41 O Helanja Tak TET‘I'!TJEH
5| L|0OD] 5 4] 00 | 0Belanja Tak Terduga
51
hverifilkkasl oleh: Kot Kash e eveennaomreey venneans
Sekretaris Pelion,
b e e N R R 1 IDr=etujm oleh:
Peratin,
Cara penpisian:
Rolom 1,2 3, 4 dan § diisi sebagaimana yang tercantum dalam Pemabaran APBMelion sesuan tugas yang dilaksanalkon oleh masing masing Kaur/ Kasi Pelakaana Keglatan Anggann
Eolom & diisi rencena penarikan anggaran uniuk polakaznasn kegiaran oleh masing-masing Kaue/Kas! Pelabsana {egiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Heaangan
dalam setiap petiode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian abjek belanja
Kolom 7 dital rencana jumlah penariken anggaran untuk masing-masing koematan




H.2. Fermat Reneana Harja Keglalan Pelhon

RENCANA KESJA ERGIATAN PEKON®

Eetarangan:

b merupakeon dobamen perenmanaan yang disuann snar penyusunas REP Pekon

TAHUM : .. e,
ERKON 3
EECAMATAM i
KARITPATEN 3
PROVIMNS 2
Bamaran Wakzi Pelakueroang Tim va
Bidangd Sub Didang Kegiatan e Pelakapnsa mellariganntfkai
Na Lokasi | Vaolums Datuan Bisea [Bp) | ] _ . Reglwten | g pegican |
Hidang Sub Bidang . T : | chumlah Jaki-laka Perempuan A-IFTM Duras: tebialai Frlenai Ariggaran
1 = J - . M55 L Ry ) B g id 11 12 . 13 _i4 15 16 17 18 19
Prn'q,n-’,anaggm Ehal
Femerlntaban |
Pelosan
Jumlah Per Bidagg | a5 e 3|
2  Pemhb | |
ANE AN
Fekan | 1 |
| e | .
Juralah Per Bidanig 2 |
| L e Lt L'l 3 emitne = e L ey, S e R S s
!
EPcm':linum fl[a.n
amasvaraka
Jumlah Per Bidang 3 T = = RS 2R i 7]
4 Femberdey
?.1m_j,-'nrnha,r
o —— . —— I I [ s |
Jumiah Par H.'iringg_l'l- L : |
Eidang - o - o
F\el‘:a.ng_gl.ﬂm’
5 r:'.-r-_-m:an.':,l
Eeadaan [avgrat,
dan MrnHRekn |
L e e Tanggal......poeee —
Peratin, Bolootaris Peloon,
........ S Bsss SR



H. Format DPA
H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
FEKON. .. ..irrinireanranins KECAMATAN. ...ccocviniirieeen

HBidang D e w1 e e e
Sub Bidang B TSl N S W
Kegiatan R T
Waktu Pelaksanaan - ..o,

Rincian Pendanaan

NO. URALAN VOLUME | HARGA SATUAN| JUMLAH
(Rp.] (Rp.)
1 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)

Disetujui

Peratin Kaur/Kasi.....ooooooneaan..

(R e ) e emremenseesneee e eesreenns )
Cara pengisian

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening

sesual dengan APBPekon
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode

rekening sesuai APBPekon
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening

sesual APBPekon
. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran
untuk membayar orang/barang

. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

=] &t

o)



L. Format DPPA
L.1. Reneana Kegiatan dan Angearan Perubahan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN
TATILIH AMGGATAIN ;. wmsr i miinn s memesiony e sy s v micmpind s

PEKOHN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Conloh:
KODE REKENING URAIAN SEMLILA b RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp JUMLAH
ANGGARAN ANGGARAN ol
Jumlah | Sumber| Jumlah | Sumber
o - ) (Bl Rpl Jan Fch | Mar Apr Wei .'.f_u_r_l | Jul Agt Eel:_r : Dl{t_ 1 _N-:rp Des
] 2 3 4 > & i B E
albl e alET e]d
1 Penjelen%ga.raﬂn
B Pemerintghan Peloon . )
1]1 Penvelenggarasan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Pekon
1]-1 |61 Penvediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala
Pakiot N _ - o
111 [01] 5] 1 Belanjia Pegawsan
111 |8l L Fenpghasilan Telap &
Tunjangan Parabn - ___|| .
LIl Tek]l-&1 1 1] ... |=Rincian Obyek Helanja=
1|3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik
cdan Kearsipan

11 3|01 Pelayanan administrasi
umury dan kependudukan
(Bural Pengantar / Pelavanan
KTF, Kartu Keluarga, dlij

113 |01] 6] 2 Belanja Barang dan Jasa

13 jul] 5] 2} 2 Belama Jasa Honorarium
«Rincian Obyek Belanjas>

2 Pelaksanaan Pembangunan

Pekon

21 1 Pendidikan




2| 1] 05 Pembangunan, Eehabilitasi/
Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakasn

Taman Bacaan
PeticnEanggar Belefar

2] 1] 05 5) 2 |Belanja Madal
2( 1| B3 5 3 Belamja Modal Gedung dan
- [Bangunar —
L] 05 &) 214 .. |=Rincian Obyek Belanjas

2 [Penenggalangan Hencana,
keadaan Darurat dan
MenPelonk T -

al 1 Penangeulangan Bencana

2 1] 00f S| 4 Penanggulangsn Bencana

=) 1] 00] 5] 4 Belanja Tak Terduga

a) 1] 00] 51 4100 Belanja Tak Terduga

2] 1100] 5] 4100 | 00jBelanja Tak Terduga

AL BB o 01 e T Ve s
Diverifikas] oleh: JII
Fekrelans Pelkon,

[ R R A Disetugud olet:
Perating




J. Format Bencana Anggaran Kas Pelkon

PERON
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Contoh

EENCANA ANGGARAN KAS PEKON

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp]

PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.)

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des

JUMLA
H

Bp)

=

a

LE]

PENDAPATAN

PAPekon

Hasil usaha

<O byek Pendapatan>

Transfer

Darna Pelzon

Fendapatan lain-lain

& |olelele|ele]e|o

Lo L B BS | = | =] =

Penenmaan dari Hasil Kerjasama
Pekon dengan Pihak Ketiga

. |=0Obyek Pendapatan=

ast...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelion

Penvelenggaraan Belanija
Penghasilan Tetap, Tunjangan

datt Operasional Pemerintahan
Felion

Penyediasm Penghasilan Tetap
dan Tunjgngan Feratin




01

Belanja Pegawai

0l

w|on

Penghasilan Tetap & Tunjangan
Peratin

01

w

<Rincian Obyek Belanja=

Administrasi Kependudulan,

Pencatatan Sipil, Statiatilk dan
Kearsipan

o1

Pelayarnan administrasi umam
dan kependudulan (Surat
Pengantar/Pelayvanan KTP, Kartu
Kelaarga, dill

o1

CF

{31

on

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obvek Belanja=

Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Pendidikan

Pembangunan /Rehabilitasi/ Penin
gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan
Pelion /! Sanpear Belaar

]

L
|

LS

Belatja Maodal

ka

o
i1

& |

Belarja Modal Gedung dan
Bangunan

<Rincian Obyelk Belanja>

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Damrat dan MenPekonk

Penangeulangan Bencana

| en

00

Penanggulangan Bencana

00|

Belanja Tak Terduga

00|

0o

Belanga Tak Terdugs

wajLaen

S PR P I -

00}

hjtndhfdn

e | e | ke |

0o

oo

Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELAM.A

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Pencrimaan Pembiayvaan




K. Format Buku Pembantu Kegiatan
K.1. Buku Kas Pemmbantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

FREDIN aimmnen KEGAMATAIN aiannasa:
TAHEIN: ANCARARNDE s v i e
No. | Tanggal | Nemor Uraian Penerimaan | Pengeluaran (Rp) | Pengembalian | Saldo Kas
Bulkti dari Kas ke Kas Pekon {Ep.)
(Rpl Buelanja | Belanja (1Zp|
Barang Modal
dan Jasa
1 2 3 4 3 (] 7 5 g
Pindahan Jumlah
dari halaman
sehelumnya
LJumlah
Tolal Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Salde Kas

R e R T T e

Kaur /Kasi e einieronrenseninesnmiesansenannss
[irsses O

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomer urut.

Kolom 2 s diisi denpan tanggad (ransaksi.

Kolom 3 : difsi dengan nomor bukll transaks.

Kolom 4 :diisi dengan 1iraian transaksi

Kolom 5 : difsi denpgan jumlah rupiah vang diterima dari kas Pelwon.

Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa,

Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yvang dikcmbalikan ke Kas Pekon.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo lkas dalam rupiah.




K. Format Buku Pembantu Kegiatan
K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadava Masyarakat

BUKU PEMBANTLU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
PEKON................... KECAMATAN............ccovnvmnnn..
TAITUN ANGGARAN. ._...coveeivnaeee

NATE B ETELRTYS - varvwsciiis ciewionosoistin v s Gasi

Mo. | Tanggal | Nomor Uraian Fenerimaan Nomor Saldo Kas
Bukti Uang (Rp) Barang/ [Bukti Setor {Rp.)
Tenaga ke Kas
i (Volume] Pekon
1 2 3 4 5] 6 7 ]
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sebelumnya ST §
L Jumlah
Total
Kaur/ Kasi

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transalksi.

Kolom 4 : diisi nama /sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang vang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti sctor/ pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Pekon




L. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Hegilatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMEANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIAN ANGGARAN

PERON S B S e g
KECAMATAN T
KABUPATEN TR r e
PROVINSI
OUTFUT SUMBEER DIANA
Dana | Alnkasi | Tain- [Rentuk
KODE URAIAN Hencarna Healisasi Sampai Saat ini Pekon| Dena | Lein | Lain
REKENING Volume | Satusn [Anggaran|  Velume  |Saruan|Anggaran |Capaian | (Rp) | Pekon | (Rp)
(Ep] (Ep) (% |kp)
1 d 3 4 5 f f # g 10 11 12 13 14
a | blelalb| efd
Jumlah
Kaur/Kasi
e
[ -

Cara Pengisian:
Kolom 1 dan 2 @ disi dengan Kode Eelkening
Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APBPekon
Kolom 4 1 diisi volume kegiatan vang direncanakan
Kolom & : dilsi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yvang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket
Kolom & : diisi jumlah angraran vang direncatialoan
Kolom 7 : ditwl volume kegiaton vang terealizasi sampal dengan saat ini
Kolom & : diigi sAtuan volume yang terealisasi sampan denpan sast im
Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana vang digunakan

Kolom 10 i ditsi dengan prosentase capaian Kegiatan dan anggaran vang dipunakan




holom 11
Kolom 12
Kolom 13
Holom 14

i diisi dengan penggunaan dana dari Dana Pekon {DD)

i diizi dengan penggunaan dana dard Alokasi Dana Pelon (AT
diigi dengan pengerunaan dana dan sumber lain selain DD dan ADD
thizi detigan penggunasn bantuan yang Hdalk herupa vang



M.1. Format Surat Perminlaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN { SPP)

PEKON . .. KECAMATAN (et
TAHUN ANGUARAN oo
Bidang S S R
Sub Bidang R ——
No URAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAA | JUMLAII SISA DANA
ANGGARAN 8.D. YG N SAMPAI SAAT
LALL SEKARAN N1
{Rp.] (Rp.} (Rp.} (Rp.} (Rp.]
1 2 3 4 3 b ¥
JUMLAH
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris  Pekon, Kaur/ Kasi.......ooooooo.

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Pekon,

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan,

Cara pengisien:

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBPekon.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APBPekon
Kegiatan diisi dengan nomenklalur kode rekening scsuai APBPekon.
Kolom 1 : dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan
Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah angearan vang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untule dibayar,

. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintasn dana sampai saat ini.

10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

i e R e R




N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegialan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISAST PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

FEKON
KECAMATAN
KATUPATEN
PROVINSI
KODE URAIAN OUTPUT SUMBER DIANA
REKENING Rencana Realisasi Dana | Alokasi | Lain- | Bentuk
Pelkon | Dana  |Loin (Rp)| Lain
Pelon
Volumne | Saluan AT Volume Satuan | Anggaran | Capaian iRpl iRpl
Rp) {Rp) ]
1 2 3 £ 3 i 7 H Es 10 11 12 13 14
albleclalblc|d
Jumlah
Kaur /Kasi
tidd
- - J
iCard pengsian:
Kolom | dan 2 @ diisi dengan Kode Rekening
Kol 2 ;o ddist denpgan  Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana vang tercanmim dalam penyabaran APBPekon
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
Kolom 5 :  diisi satuan velame:
jembatan /bangunan fbarang ateu yang scjenis = anit
- jalat/ivigas) draimase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - palket
Eolom 6 : diizi jumlah anggaran vang direncanaloon
Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealizsasi
Kolom & : diisi satuan volurme vang terealisast
Kolom 2 ; ditsi dengan jumiah dana yvang digunakan
Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yeng digunakan
Rolom 11 : diisi dengan penggunaan dane den Dana Pekon
Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dan Alokasi Dana Pekon
Kolom 13 : diisi dengan penggunasn dana dari sumber lain selain Dana Pelkon den Alokasi Dana Pelon
Kolom 14 : disi dengan penggunaan bantuan yvang tidal berupa uang




O, Format DPAL
0.1, Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*
TARUMN ANGOARAMN o saaisnasiiammenias st

KECAMATAN b AR T
KABUPATEN - I QP SR
PROVINSI e
KODE REKENING URAIAN ANCCGARAN REALISASI LANJUTAN
Anggaran Volume | Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp)
kegiata | Anggaran | Penyelesaian
Il
1 2 Jt{;;anluh Sumber PJumlah (Ep) Yo Yo Rp. hari Jarn Feb | Mar |Jumlah
gl
alblelalb]| e d
Diverifikasi olch: Kanrffaaloconisiiaai
Sckivtarns Pekon,
e e e
( R )
Disetujui aleh:
Peratin,
Ket: Diisi untuk kegiatan vang dilajutkan saja --6-—--.__,,-
2 LA
| -




P, Bulu Kas Unmom

BUKL Eas UMUM

PERON ik
TAHUN ANGGARAN e e
KECAMATAN
KABUPATER
PROVINSI
WO TGL KONE REKENING TRATAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | NOMOR NETTO SALDO
(g (B} BUKTI TRANBAKS] (B
(Fp)
I 2 J 4 5 £ v B 4
i 4 i
il b et | b cld
i —-
JUMLAH Bp. | Rp. Rp. Ep.
Diverifikasi oleh: Kaou Keuangan
Selretaris Pekon,
R e e e e e )
At Dhizstuyur oleh:
Ferartir,
B PRI E e e R e S T e J
Cara pengizian ;
Kolom 1 @ dfist dengan nomor urut peoerimasn atan penpeluaran.
Holom 2 : diisi dengan tanggal penetimann aran penpelaaran.
Kolom 3 @ diis dengan Kode relkening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana lertera dalaen Penjaberan APBPslon.

kolem 4+ diis dengan uraian transaksl penerimesn atau pengeluaran sebagaimana terera dalam penjabaran AFBPalian
Kolom 5 @ diisi dengan jumlah rupiah penerimasn

Eplom & @ diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran

Koloen 7 @ diisi dengan nomor buktl transaka:

Kolom & : diisi dengan netto ransales

Kolom 9 : disi dengan saldn keas.




). Format Buku Pembantu Kas Umum
. 1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK
PERON o smmnsmins RIECAMATAN o slaiimiisisaliar
TAHUN ANGGARAN .........

BULAN
BANK CABANG
NQ. REKENING

No. TANGGAL URAIAN BUKTI PEMASUEKAN (Ep) PENGELUARAN [Rp) SALDO
TRANSAKSI | TRANSAKS] [TRANSAKSI| SETORAN BUNGA PENARIKAN PAJAK |BIAYA ADM (Ep)
BANK
1 2 3 4 5] 6 7 8 0 10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

Kaur Keuangan

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kelom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran hiaya adminisirasi.

Kolom 10 ; diisi dengan saldo Bank,




Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.2. Buku Kas Pembanin Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEEKON .. veiveiee s KECAMATAN ..o
TAHUN ANGGARAN ........

No. TANGGAL URATAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
(Rp] (Ep) (Rp]
1 2 3 4 5
JUMLAH
Kaur Keuangan

Cara pengisian :

Kolom 1  : diisi dengan nomor urut penerimaan {dari pemotongan pajak)
atau pengeluaran {dari penyetoran pajak).

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian pencrimaan kas atau pengeluaran kas,

Kolom 4  : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 . diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom © : diisi dengan saldo buku kas bendahara,




Q. Format Pembantu Buku Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTL PANJAR

PRI s v KOG ANERTTAIN. G sl Lt iz
No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerima | Pemberian | Pertanggung- Saldo
Buldti [Rp) jawaban Panjar {Rp]
1 2 3 4 ) & i 2]

Kaur Keuangan

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomer urut.

Kolomn 2 : diisi dengan tanggal transalsi,

Kolormn 3 : dilsi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang vang berikan,

Kolom & : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bulkti sctor/ pemberitahuan kepada Bendahara,

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke kas
Pekan.




H. Formal Kuitansi

Kantor Pelon t=Pelkon. .. =
Kabupalen/Kota 1 <. Kabupaten /Kota . >
Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Kenangan Pelon Nama
S Pekon ..
Uang sebesar : Rp <...Jumlab dalam angka.,, =

[... Jumlah dalam huratf...)

(.. Jumlah dalam buraf lanjutan...

Scbhagal pembayaran <. Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja)... . »
T Sebutkan Tojuan Pembravarsn Lanjuian (Kematan /Belana), ...
=....5cbutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegistan/ Belanja)....=

Catatan Keusngan <. Pakorn..», <..1gl, bln, th. =
Yang Memberi, Yang Menerima,
<. Mama Pemberi.. > <. Mama Penorima.,.=




5. Format Laporan Pelakesnasn Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANCOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
SEMESTER PERTAMA
FEMERINTAH PEKON.ooovvviennes
TAHUN ANGGARAN. v iines

Conloh

REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN | ANGGARAN | SUMBER
(Fp) Rp) DANA

1 2 3 4+ ] 4]

al b =

PENDAPATAN

PAPekon

1 lasil usaha

=0byck Pendapatan=

Transfcr

1 Dana Pelon

DT | T et | |

Pendapelan lain-lain

R IS S B 8 ) B S £

w
=

Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Pekon

Is
(¥4
(=]

 JeObyvel Penndapulan >

el

JUMLAH PENDAPATAN

5] BELANJA

1 Penvelenggarasm Pemerintahan
Pelon

111 Penvelenggaraan Belimja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasionsl Pemerintahan Pelion

1|1 |Mm Penyvediaan Penghasilan Telap dan
Tunjangan Peratm

1/ 1 Bl ] & 1 Belanja Pegawai

1I[f1 |01 3|1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan
Peratin

{1 |01]5]1 1] ... |<Rincian Obyek Belanja>

11 3 Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

lja|m Pelayanan administres umum dan
kependudulsan (Surat

Pengantar/ Pelayanan KTF, Kartu
HKeluarga, dil)

1] 3 (01| & | 2 Helanja Barsng dan Jasa

113 01| 5] 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyel Relanja>

2 Pelaksanasn Pembangunan Pekon




Pendidikan

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningl
atan Sarana Prasarana

Perpustakaan / Taman Bacaan
Pelon /Sangear Belajar

05

Belanja Modal

05

ajon

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

=
—

05

=Rincian Obyek Belanja=

in

Penanggulangan Bencana, Keadaan

Diarurat dan MenPelkonlk

Pen aﬂgmllﬁngan Bencana

0o

Fenanggpulanpgsn Bencana

o R [

(8]

Belanja Tak Terdugs

(o

[2]4]

Belanja Tak Terduga

[l Ll Nl Rasall L)

onjor

0o

tnycnjangon

£lels]e

00 | Do

Belanja Tak Terduga

LITUMLAH BELANJA

SURPLUS | [DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahun Scbelumnvs

SiLPA Tahun Sebelummya

Pengeluaran Pembiayaan

bl eyl (ool [und Fend o)

Pembentukan Dana Cadangan

(]

Pembentukan Dana Cadangan

dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Caia pengisian:
disi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;

b. Sub Bidang; dan
c. kepiatan.

diisi berdasarkan ldasifilkkasi ekonomi terdiri dari Pendapaian, Helanja dan Pembiagyaan:
Bapian pendapatan diisi;

a. Pendapatan;

b. kelompok pendapatan:
¢.jenis pendapatan: dan
d. obyek pendapatan.

Kolom 1

Kolom 2

/

Dagan Delanja diisi:

a. helanja;

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan

d. rineian obyvek belanja.

Bagian Pemnbiayaan diisy

a. Pemnbiayaan;

Peragin, ..................

25 P




Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

b. Kelompok pembiayaan; dan
. jenis pembiayaan.
diisi uraian Pendaparan, Belanja dan Pembiayaan (Likat Lemnpiren A Permendagri i)
diisi dengan jumilah anggaran yang ditetapkan
diisi dengan reslisasi angearan vang digunakan
: difsi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam kegpatan
(kolom 1. terkeait




i

T.Z2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN [
PERATURAN FEKON
NOMOR ____. TAHUN.....
TENTANG

LAPORAN PERTANGCGUNGJAWABAN REALISASI AFB

PFEKON

Laporan Keuangan
Pemerintah Pekom . .o
KeCamatam i i
Kabupaten ...
Tahun Anggaran 20.............

Daftar 1si

| Laporan [Realisasi APBDes
T Catatan Alas Laporan Keuangan
A Informasi Umum
B. Dasar Penvajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
1 Relkonsiliagsi SILPA dan Kas
2 Pendapatan Asli Pekon
3 Dana Pekon
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
5 Alokasi Dana Pekon
6 Bantuan Keuangan Propinsi
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
& Pendapatan Lain lain
0 Belaja Bidang Penyelenggarsan pemeriniah Pekon
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
# Relanja Ridang Pembinaan Kemasyaratan Pekon
# HelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Pelon
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan MenPekonk Pekon
# Belanja Pekon dalam Klasifikasi Ekonomi
# Belanja Peleon dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi
# Pembiayaan
# Asct Pekon
# Ponyertaan Modal Pekon
Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Pelion

halaman

oA oM EE R AR E A A MM MR A

oo .

E



T.2.5. Format Laporan Healisasi APBPekon

LAPORAN REALISASI APBPEKON

Kabupaten
TAHUN ANGGARAN 20.............

Ref Anggaran  Realimasi (o0nl/
urang
PENMDAPATAN
Pepdapatan Ash Pelon Lid KRR FOOL KK b4
Pendapatan Transfer
Danga Pekon cC3 N, MM IR b3
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi DNeerah C4 bt dhs s o NN o
Alolcasi Dana Peloon C5 AL NUR N XX R
Bantuan Keusnpan Propinsi ch XL NKK R K XXX
Bimtuan Keuangan Kebupaten/kota cy DL KNE MR XXX
Pendaparan Lam lain C8 TODLXXE MR IR RRX
JUMLAH FENDAPATAN ANK IO M OO RO K
BELANJA
Bidemy Pemyelenggarasn pemerintah Pekon CY9dan €15 b e AN EXX
Bidang Melaksanasn Pembangunan Peloon C.10 dan C135 FOOLRRM RN NN XXX
Bidang Pembinamn Kemasyaratan Prlon C.lldanCLS KX XX L RNS HAX
Bidang Pemberdayaan Masvaraleal Peloon C.12 dan C15 AN EHR TOOLKHR 0
Bidang Penargmlangsn Bencana, Keadasn Damrat den ©, L3 dan C15 XEH.EXE IO 00
MenPelonk Pekon
JUMLAH BELANJA .14 IO | XL XAN | RSO
SURPLUS/(DEFISIT) MK KRN XX
PEMBLAYAAN .15
Penerimaan Petmbiayaan ALK MR NHK KXY
Tengzeluaran Pembiayvaan e B e nd HNN KX XX
PEMBIAYAAN NETTO AN XXX RN R
SILPATAHUN BERJALAN NN XM XX

Linat Catatan Atae Laporan Keusngan veang reripaten bagian vang tdak terpisshlean dari laporan leetiangan




¢ T.2.b. Formar Catatan Atas Laporan Keyangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pekon ............., Kecamatan

RPRRRPOING (<. 010y < 1¢ . | ERRU Tahun Anggaran 20...........

A lndormasi Umum
Femerintah Pekon ABC merupakan Pekon di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesunl dengan Eeputusan
Bupati No. .o TAngeal e .., saat ini kepengurusan Pemermtahan Pekoon ABC
1. Peratin : XXXXX
2. Beloretaris Pekon @ YYYYY
3. Bendahara Pelton @ ZZFZF
Kantor Pemerintahan Pelion beralamat di ....oovveeeenvveeeceee e, Peloon ABC, Keeamatan KLM, Kabupatlen

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laperan Keuangan Pekon berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belamja dieatal pada saat kas dikeluarkan
dan telah bersifal defimitil,

. Rincian Pos Laporan Keusngan

I

Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x] KR
Mutasi Potongan Pajak

- Baldo Awal Perinde Potongan Pajek vg belum disetor ke Kas Negara KX

- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan 0.4

- Betoran Pajak ke Kas Negara selama lahun anggaran berjalan 19,0

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak vg belum disetor ke Kas Negara IR

Saldo Kas per 31 Desember 2kl L99.0.0.4

2. Pondapatan Asli Pekon

Pendapatan Asli Pekon terdin dari:

Anggaran Realisasi [f{ﬁl:;ljé
Pendapatan Asli Pekon terdiri dari:
&. Hasil Usaha pib e AN MK X
b. Hasil Aset XX XXX XEX XXX XXX
. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Rovong XREEUR A KK KUK
i. Lain-lain PAUes vang sah HNX.EER XEX.XEX AN
MR N OO0 XX

Dana Pekon
Dana Pekon merupakan penerimaan Pekon vang diperoleh dard APBN. Jumlah peneritnaan Dana Pelkon
selama tahun anggaran 20x] adalah sebagai berikut:

g [Lebih)/

Anggaran Realisast Kurangs
Tahap 1 ML XXX bt T HEX
Tahap 2 A HAN A, XNK M

Bagian dar hasil pagob dan Retribusi Dacral
Penerimaan Pekon yang berasal dar Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Dacrah adalah sebaeai

4 ]
Anggaran Healizsasi [i-};ﬁn;:ilg
Tahap 1 NENLERY AN NN Hay
Tahap 2 HXX.KEX NN KRR fieratd
SR, K EEE.EHY KMH
ERE XXX WXE XXX XXX
Alokasi Dana Pekon (AT}
Penerimazan Pekon yvang berasal dari Alokasi Dana Pekon (ADD)] adalab sebagai beikut:
Anggnran Realiansl (Lebib) /
kurang
Tahap-l ¢ XX FXR ML Exx
Tahap 2 oo 20 RHX

{




o O e O . MR
4. Bantuan Keuangan Propins:
Penerimaan Pekon yeng berasal dest Bantuen Keuangan Propinsd ........... adalah sebagai beikut:
Anggaran Realisasi %ﬁl}dmng
FhhaNa WEX XXX WRF XX XM
proce diece 4 OO, Y e 4
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Pelkon yang berasal dart Bantuan Kenangan Kabupaten/Xota ........... adalabh sebagar =~
iy (Lebih}f
ATggaran IRealisast kurang
FERNEE AR MK EXXT MM XXX XHFE
M M 30000 3y
8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdini dari:
bih
Penerimaan cdari hasil kerjasama antar Pekon YR NKX b 's 480 4 4 b5 ad
Penerimann dan hasil kerjasama Pekon dengan pihak
ketiga blala b au s bla's d ae:d KRN
Penerimaan dan banluan perusahasn yvang berlokas: di
Pelon EMX.NEX KEX.ENX bivie.d
Hibah dan sumbangan dari pikak ketiga KERNER REX.RKX bt e
Korelsi kesalahan belanja tahun-tahun angearan
sebelumnya vang mengakibatkan penerimaan di kas
Pekon AR KRX XX .REX KRR
Bunga benk X KRR XX KER XXX
Lam-lain pendapatan yang sah HNE MHR RME. NN Huy
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemorintahan Pekon
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon lerdind dan:
T.ehih
Anggaran Realisasi [kﬂr;ng
Belanja Pegawai LR R KK b4
Belanja Barang dan Jasa AN XNE AN XNXK e
Belanja Modal HHH XXX XXX XXX XEX
X, KMX X, XX ot w4
10, Belanja - Bidang Pembangunan Pelon
Belanja untuk Bidang Pembangunan Pekon terdivi dari
R [Lebih}/
Anggaran Realisasi kurang
Belanja Barang dan Jasa XRE.EEX XRR. XXX XK
Belanja Modal EER.EXK RXR.EXX ititi
HER.RRX HRR XXX bt
11, Belanjs - Bidang Pembinasn Kemasvaratan Pekon
Brelanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyvarakatan Pelkon terdiri dari:
. (Lebih}/
Anggaran Healiza=si Lrangs
Beianja Barang dan Jasa HEX XXX I O0K HHK
Belanja Modal A e pro b L e Ruu
i w FRMKNE I
12, Belanja - Bidang Pomberdayaan Masyarakal Pekon
Belanja untuk Bidang Petberdayaan Masyarakat Telkon terdiri dari
Lebih
ATEEHTED Realisasi l:kflrzl ﬂ'?{
: ______Belanja Barang dan Jaza HHELNE TOEMLIOO M
i i Atelarga Modal M, NN pala. o
d : LU | XXX b b g XXX




; ' Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Pekon melakukan penanggulangan bencana dan keadaan

darurat sebagai berilot

14, Belanja Pekon dalam klasifikasi ekonomi

Jumilah belanja dalam klasifikkasi elonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai
FPenghasilan Tetap dan Tunjangan Peratin

Penghaasilan Tetap dan Tunjangan Peranghkat Pekon
Jaminan Keschatan Peratin dan Perangkat

Pekaon
Tunjangan LHP

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlenghapan Kaontor
Belanja Jasa Honorarium
Belanga Operasional Aparatur Pekon
Beldanja Jasa Sewa
Belanja Operasional Perlkkantoran
Belanja Pemelihiaraan
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Belanga Modal Kendarasn
Belanja Madal Gedung dan Bangunan
Helanja Modal Jalan
Belanja Madal Jembatan
Brlanja Modal Irigast/ Embung/Air Sungai/Drainasc
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi
Belanja Modad lainnva

15, Belanja Pelkon dalam klasifilmsi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Pekon
Sub RBidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Teiap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Pelon
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Pekon
Sub Bidang Administrasi Kependudulian,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
leuangan dan Pelaporan
Bub Bidang Pertanahan

Bidang Pembangunan Pelton
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Sub Bideng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bideng Kawasan Permukimean
Sub Fuwdang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Intormatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Bidang Pariwisata

embinaat Kemasyaratan Pelion
idang Ketenteramon, Ketertiban Umum, dan
ungan Masyarakat

TR Lebih
Angearan Realisasi {]mmng
ERMGEXEX 2200 N MEH
2R povsdp vv.d X
Angparan Realigasi :Imlar:é
FXXR XXX MM MNY KMH
MM KNX MMM EHE KM
XK FEEEIOIR AERXE
R s R XX b, &, 804
IOEMLKNE o 4 W 554 e
KNE XX EXX.KXR b 4.4
XK R KKK p:9.%.4
OO XOOEOX XXX
HNKKXE MR ENX
K KKK XXX XXX KRR
b b L .00 XEE
HMMLHE XXX 8 4
300K 300N EN¥ R K
HMMONNE ENMLOXXXE XXX
000X K200 Xz
MMM NN AN R
LK AR OOK ER
e, W 6 B e, W O R
e A R AR
ENE. KK IO MM MK
) Lebih
Anggaran Realisasi tl-;urar{i
EER KN e e %o d
ot MM KN e85 4
EEX.EXK OEX.ERX XN
EEE XXX KIK. KKK ey
WL RHE XK XK MUK
% P e HEN. XYY poas 4
REEE-XEXY XEE. XXM X
L T MEELEEN e 5.4
MM, XN ML NN fi
ot R XM o5 24
EHE_XNY HEE XXX XXX
O XN KL XKXK AR
bt I FXH AR xH=



Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan X0 EXX. XXX pn b
Sub Bidang Kepemudasan dan Olah Raga HAH.EXE A HHH KKK
Sub Bidang Kelembagaan Masyvarakat . X HXX XX oo d
XX KX XHM KKK N
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakal Pekon
Sub Ridang Kelautan dan Perikanan HEX. KRR HAL O HEX
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan R RN XM KRR paa s
Sub Bidang Peningkatan Kapagitas Aparatur Pekon K KRN XK. XXX b4
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, OO0 O N HHK
Perlindungan Anak dan Kcluarga
Sub Bidang Keperasi, [Tsaha Mikro Kecil dan b e A AHE. XXX XX
Menengah (TMKM)
Sub Ridang Dulungan Penanaman Modal AN N HEY ENR MK
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian EXHENK AKX XK b5 9.4
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan MenPekonlk Pekon
Sub Bidang Penanggulangan Bencana AXKENK o NN XK
Sub Bideng Keadaan Darrat EEX.XKX HHELEXX xuw
Sub Bidang Keadaan MenPekonle. RRH KKK pedbielald ey
o i SO A MR
16, Pembiavaan
Jumlah nctto pcmbiayasen tehun anggaran 20x] adalah schagan berikut:
i (Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
Penerimaan Pembiavaan EEN.XMX XER.XNXY HEX
Pengeluaran Pembiayaan ANMLENH ANHLENXK Axx
AEAXENR ENRAER REX
Penerimaan Pembiayaan terdin dari:
1. BILFPA tahun anggaran sebelimnya ALK R OME b0
2. Peneairan Dans Cadangan TN WY HAENNK bla o
3. Hasil Penjualan Kekayaan Pekon yang dipisahkan EHX.XXX LXX.XXXK XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan N KNE N K bioe:4
2. Penyertaan Modal Pelon ENE.XNE AXN.XNY Xx=
17. Aset Pelecon
Perolchan asct Pekon adelah achagai beriloat,
. ,. Penambahan/
20=0 20x1 (Pengurangan)
Tanah AW KUE R ANY HER
Peralatan, Mesin, dan Alal Berat XN MW WX OR REX
Kendaraan AN bai oo XEX
Gedung dan Bangunan ALK AN KWWY pooacd
Jalan HMALENE HMRKKK b 4
Jembatan ENN.ENE b g e d ERE
Irigasi/ Embung/Air Sungai/Tirainase XN WX XXMy XX
Jaringan/ Instalasi HHE.AKE XML P44
Aset Tetap lainnya MUK KRR HIN.ERX XNX
Konstruksi dalam Pengerjaan MUK XHX XXX KRR XX
FOTR_ XXX AR XKX prbd
IHncian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikas! diates dapat dilihat pada lampiran ...,
15. Penvertaan Modal Pelon
Pernvertaan Modal Pekon pada BUMDes adalah schagal berikut, -
Penmambahan
200 20x1 1P‘enﬁuranga_n}|lrl
BUMDes XXX TN ¥ V0 5.1 XX
BUMDes YYY FOOEL AN AN ENX b a4

R AL MME HEX




T.2:= Format Blpcan Aset Tetap Pekon

Pemerm tih Felon A

Firmarmanan KWLM, Gatmpaten XY
Ramenan Al Tetnp Pesen per 31 Degeinber 2

Canteh

r Tk Kepemilikon Talwn bz liz
Mo, Bls Asel dian Macea) entitas Asct T Jonis  Moamor  Tangpal Reode Aset Tetaip  Pendehan Mikai Perolelnn  Aued Tetmpe) Reteinngan
I Tl
1 Tomali Peasll A, |, Lass 2000 md HGA  X30/2014 2 Juli 2014 AUl S0 F00 Haik
¥ Mikad peeolelian
2 fusisdt Lapangan X, Taas ID0m . 154k i ——
M Perabitn, Misio, dan fdat Herat
1 Beavpade, P 2004 BN Bailk
o N TRy
S ey G LT AR (o b AT e
M Kenderaan )
| Momr, merk G0, T, No Tolisd DE SIEB 120 4 Diew 2019 24 10000, E0HE - [Baike
& = Va0 DR R 1T
(1, S TP ETT R N CAoL G T S e
T Gedomg don Banguan g
1 Banginam Tantor, s 200 e hi =3 4322 Judi 2544 A THCE0, 0000 Tk
L JHE It S S
o AP I R e R U o U R R0
WV Jeian
1 gy [eken Lokeaal did . ACIbm anra AOCEKLNGD Huadle
R e e e T G T e Sy
o R Y
W dembatan
| Jembatens X0 Lokl di. e ki AR O0 Haik
WL Lo f Bl Air Swingg
1 Emnbuang X2 Falomi 400 0 .- 2Uld G000 Badl
L D A et e e AT il
Pl iy s B A e T e e
W ST st lews
1 Jufrgan Listrike Peloon, Lossmidi oo FIRE ] T200EHL000  Haik
e e e e
B i vy
T2 Ase: Tednpe mirnaye
1 Bapi 3 vhe 2014 2, R0 0
B e W RO e e
B s Cimiiis 0 b i U RSt S e
% Eonglaksd dstam Pengerjasn
1 Tesnbsrnppran Jewnls o dabog Konstiaesd Honetuls 201 o, LAY

" Tesal Mibis Asel Tetap por 4 Desember Sl

e S0

“i Diimt dengan Tk {7 Rusak Ringao [RR), dai Busek Barat (K]




T.3. Foermar Laporan Realisas Kepatan Akhir Tahun

LAPORAN REALISAS] KEGIATAN

TAMPIRAN 1T

PERATLRAN *ERON

NOMOR ..... TAHLIX.. ..

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWADAN
REALISASI APBPEKON

PERIODE 01 JANUARI - 20 JUKI [SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER®

TABUN ANGGARAN ... tiin i cemc i cme o cmmnnae

FERON  abedeisdiasiilasine
EECAMATAN o iiiiciciairse sasas
HEABTTPATER ¢ e anns
PROYINSI
KODE URAIAN NAMA OUTPUT OUTPLT SUMOER TMAMNA
REEENIMNG HENCAMA REALISASI Dana Alokast Lain- | Bentuik
Dana
Pelon Felon Lain Lairt
Volume |[Sawuan| Anggeran Volume |Satuan| Anggaran | Capaan (99 | (Ep) iKpl (R}
[Hp) [Bp]
1 & 3 4 = B T B o 10 11 12 13 14
a | b €
Jumlah
Peratin
11l
I{ﬁtﬂ.‘"&.‘ll&iﬂi [ el ]

YTl sk sy
Cara Pmgslan Kolom:
Bolom B cie devggen hode Rekenimg Bidang, Sub Didang dan Kegiatso

Kesloim 2
Eerlom 3
Eolom 4
Enlom 5

Koluia G
Kolom ¥
Halom B
Kolom 2
Kolom 10
Holome 11
Faobom 12
Folm 13
Kolom 14

a. Untak Kode rekenmg Bidsng:
b. Koda Relising Sk Bideng: dem
¢ Koce Wekenmp Kematan

: ditsl nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tereantum dakam AFBPekon vang telah ditaksanolan,
: dilel nama output deri keglatan
¢ ditms walume kegintan yang dirancanakan

diiss maluan velurroes:
- jetnbatan fbangunan f barang atan vang sajenis = unit
Jalenivigasif drainase atau yang sejenie= M
Legiatan non figik - paket
-dll
diisi depgan juminh dana vang dianggarkan,
diisi volume kegistan vang terealisasi.
difsd aatuan velurne,
diisi realizas angepran vang digunakan.
diipi dengan progres prosentass capelan.
didgi dengan jumlbah penggunasn Deana Pelen [DT).
ditsi demgan jumilah pengmunass Aloksai Dans Peloos (ADD)
diigi dengan umlbah peuggurmas: anggaran dard sumbes dana selan DD dan ATD
diiei dengarn sumbangarf swadava magvarakat dan fatan Tihak lain vang tidalk harhantk uang.

kol
1
A




T.4. Formaut Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Pekon

LAMPIRAN IT
PERATURAN PEKCN
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGRIAWABAN REALISAS] AFB

PEKON

PROGRAM SEKTORAL, FROORAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE PEKON

Pelton
Eabupaten T —
Provinsi :
Kegiatan Anggaran
No. | Program Jenis Lokasi | Volume | Satuan Jumlah Sumber Danga

| PARAF KOORDIN
|l l'l;_l.-.-'—!_-l-."' ¢ I ) ’

Peratin

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAR

. MABSUS
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